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PENGANTAR 
KEPALA PUSAT KAJIAN ANGGARAN 

BADAN KEAHLIAN DPR RI 

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-
Nya, buku Mengenal Postur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Dalam APBN mi 
dapat diterbitkan. 

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat 
merupakan salah satu tujuan utama dari sebuah proses pembangunan di semua negara, 
terniasuk Indonesia. tJntuk konteks Indonesia, peningkatan kesejahteraan masyarakat 
sebagai tujuan utama atau hasil akhir clari proses pembangunan jelas diamanahkan 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 

Untuk mencapai kesajahteraan yang diamanahkan oleh konstitusi kita tersebut, 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu instrumen 
fiskal yang dapat digunakan oleh Pemenintah Indonesia. Pada hakikatnya, APRN 
merupakan rencana kerja negara untuk kurun waktu 12 (dua belas) bulan yang 
dituangkan dalam bentuk angka nominal terperinci, yang terdiri dari pendapatan, 
belanja dan pembiayaan. Dari angka-angka yang terperinci tersebut, kita akan dapat 
melihat arah dan pnioritas kebijakan yang diambil pemerintah dalam satu tahun 
anggaran berjalan. 

Terbitnya buku ml, hertujuan untuk menyediakan sebuah media bagi sidang pembaca 
agar lebih mudah memahami dan melihat postur APBN yang Iebih terperinci serta 
bermanfaat dalam melihat arah dan prioritas kebijakan pemenintah setiap tahunnya. 

Berbagai masukan dan kritikan senantiasa kami harapkan agar Iebih mempertajam 
substansi dan isi buku-buku yang akan kami terbitkan di masa mendatang. Dan 
terakhir, sernoga buku mi nienjadi sesuatu yang bermanfaat bagi pembaca. 

Jakarta, September 2017 

Z4~~ 

p 

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si. 
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PENDAHULUAN 

Dalam usaha meningkatkan pembangunan ekonomi, terdapat beberapa instrumen 
kebijakan yang dapat digunakan. Salah satu instrumen kebijakan tersebut adalah 
kebijakan fiskal yang berhubungan erat dengan pendapatan dan pengeluaran negara, 
yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada hakikatnya, APBN 
merupakan rencana kerja negara untuk kurun waktu 12 (dua belas) bulan yang 
dituangkan dalam bentuk angka nominal. Dari APBN akan tampak arah dan prioritas 
kebijakan yang diambil pemerintah dalarn satu tahun anggaran berjalan. 

Adapun fungsi clari APBN adalah: 

Fungsi Alokasi. Dengan adanya APBN, pemerintah dapat mengalokasikan 
(membagikan) pendapatan yang ditenima sesual dengan sasaran yang dituju. 
Misalnya, berapa besar untuk belanja (gaji) pegawai, belanja barang dan proyek. 

Fungsi Distribusi. Dengan adanya APBN, pemerintah dapat mendistnibusikan 
pendapatan yang ditenima secara adil dan merata. Fungsi distnibusi dilakukan 
untuk niemperhaiki distribusi pendapatan di masyat -akat sehingga masyarakat 
niiskin dapat dibantu. Caranya, antara lain dengan melakukan kebijakan subsidi 
seperti subsidi BBM. 

Fungsi Stabilisasi. Dengan adanya APBN, pemerintah dapat menstabilkan 
keadaan perekonomian untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Fungsi ml 
bersifat antisiklls, artinya ketika ekonorni dalam kondisi resesi maka akan 
ditempuh kebijakan anggaran defisit untuk menstimulus perekonomian, dan 
sebaliknya. 

Dalarn perjalanannya, APBN pernah mengalami perubahan struktur dan format. 
Perubahan tersebut diawali dengan perubahan periode tahun anggaran 1999/2000. 
Periode anggaran sebelum tahun anggaran 1999/2000 berlangsung mulai 1 April 
sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya. Sedangkan khusus APBN tahun 2000 yang 
merupakan APBN transisi merniliki jangka waktu hanya 9 bulan yang berlaku mulai 1 
April sampai dengan 31 Desember 2000. APBN tahun anggaran 2001 dan tahun-tahun 
selanjutnya menggunakan tahun takwini penuh yang berlaku mu]ai 1 Januari sampai 
dengan 31 Desember. 

Sementara struktur APBN berubah clari bentuk scontro ke bentuk staffel. Struktur 
APBN yang disahkan sebelum tahun 2001, dibuat dalam bentuk scontro yang dikenal 
dengan istilah T-Account. Bentuk mi meletakkan sisi pendapatan negara berdampingan 
dengan sisi belanja negara. Baru kemudian mulai tahun anggaran 2001 struktur APBN 
dibuat dalam bentuk stafjèl, yang kemudian dikenal dengan istilah I-Account. Dalam 
bentuk staffel i, komponen pendapatan negara dan belanjanya disatukan dalam satu 
kolom. IKomponen pendapatan di bagian atas, sedangkan komponen belanja dan 
pembiayaan ditempatkan di bawahnya. Dengan format mi dapat terlihat adanya 
surplus atau delisit anggaran dan pembiayaannya. 



Postur Pendapatan Negara 

I. PENDAPATAN DALAM NEGERI 
1. Penerimaan Perpajakan 

a. Pendapatan Pajak dalam Negeri 
I. Pendapatan Pajak Penghasilan 

Pendapatan PPh Migas 
Pendapatan PPh Non migas 

II. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai 
III, Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan 

Pendapatan Cukai 
Pendapatan Pajak Laiinya 

b. Pendapatan Pajak Perdagangan International 
Pendapatan Bea Masuk 
Pendapatan Bea Keluar 

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 
a. Penerimaan SDA 

I. Penerimaan SDA Migas 
Pendapatan Minyak Bumi 
Pendapatan Gas Alarn 

II. Penerimaan SDA Non Migas 
Pendapatan Pei-tarnbangan Mi nerb a * 

Pendapatan Kehutanan 
Pendapatan Perikanan 
Pendapatan Panas Bumi 

b. Pendapatan Bagian Laba BLJMN 
c. PNBP Lainnya 
d. Pendapatan BLU 

II. HIBAH 

a,  
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Boks 2. Perubahan Format Pendapatan Negara dalarn APBN 

APBN Pemerintahari Orde Baru 

Selama pemerintaIin ordo haru (orha), setidaknya dari 'IA. 1969/1970 sampai dengan 
1998/1999, APBN disusun berdasarkan sistem anggaran berimbang (T account). Pads sisi 
penerimaan terbagi atas pencrimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan. Penerirnaan 
penibangunan menurut APBN-APBN tersebut adalah penerimaan yang berasal dari nilai lawan 
rupiah hantuan dan atsu pinjaman luar negeri. Penerimaan pembangunan tersusun alas dua 
komponen yaitu bantuan program dan bantuan proyek. Bantuan program merupakan nilai lawan 
rupiah dan hantuan dan atau pinjaman luar negeni dalam hentuk pangan dan bukan pangan serta 
pinjaman yang dapat di rupia Ii kan. Seda ngka ii ha ntua n proye k adalah ii Jai laws n ru p is Ii dan 
bantuan dan atau pinjarnan luar negeri yang digunakan untuk inembiayai proyek-proyek 
pembangunan. 

APBN TA. 1999/2000 

Sejalan clengan tuntutan reforniasi, penierintahan Presiden Habibie berupaya pula 
memperbaharui sistem APBN. Secara umum sebenarnya tidak banyak yang herubah namun 
penyusunan AI'BN 'IA. 1999/2000 nampak diusahakan untuk !ehih transparan. APBN taliun 
anggaran-tahun anggaran sebelunmya dinilai kurang transparan clan terkesan "niengelabul' 
terutama pos penenimaan pembangunan. APBN TA. 1999/2000 tetap illenggLillakan system 
anggaran benmhang tetapi pos penerimaall penibangunan berganti nama menjadi penenirnaan 
luar negeri sehingga sisi penenimaan APBN TA. 1999/2000 terdini atas penenimaan dalam negeri 
dan peneri nlaa Ii I Liii I' negeri. 

Penerimsan luar negeni merupakan penerimaan yang berasal dari nilai lawan rupiah pinjaman 
luar negeni. Penerimaan luar negeri terdiri atas dua komponen, yaitu pinjanlan pl'ogranl dan 
pinjaman proyek. Pinjaman program adalah nilai lawan rupiab dari pinjaman luar negeri dalam 
bentuic pangan dan hukan pangan serta pinjaman yang dapat dirupiahkan. Pinjaman proyek 
adalah nilai lawan rupiah dan pinjaman luar negeri yang digunakan untuk rnembiayai proyek 
peinbangunan. 

APBN TA. 2000 

Mulat ...A. 2000 (tahun anggaran transisi sebelum penyesuaian tahun anggaran dengan tahun 
takwini), format APIIN disusun menurut standar internasional, yaltu Governnient Finance 
Statistic (GFS). Berheda dengan sistem anggaran henimbang dimana pinlaman program dan 
proyek dimasukkan dalam pos penerimaan, APBN dengan format GFS menggunakan sistem 
deficit spending dimana pilijaman dalam negeri dan Pilijaman luar negen merupakan somber 
pembiayaan menutup defisit anggaran dan tidak lagi diklasiiikasikan sebagal penerimaan. 
Penenimaan terbagi alas peneniinaan perpajakan dan Penenimaan Negara Bukan Pajak. 

Sumber: Kurniawan Ariadi - flap penas 

Perkembangan Pendapatan Negara 

Tabel 1. Perkembangan Pendapatan Negara, 2010-2017 
(Miliar Rupiah) 

URILIAN 
2010 2011 1 	2012 2013 2014 2015 2016 	1 	2017 

LKPP LKPI' I 	LKPP LKPP LKPP LKPP LKPP 	I 	AP0r..-IJ 
eeudpun Negar. 995,271,9 1.210.999,7 	1,330,109,6 1.438.091,1 1.550.490,8 1.500.020,4 1.555.939,2 	1.736.10,1 

I.Pendapinan DahamNcgri 992248.5 1.205.315.7 	1.332.322,9 1.432.058,6 1.545.456,3 1.496.047,3 1546.946,6 	1.732.992,0 
i'enerirnin I'erpjikim 723,306,7 873.073,9 	980.510,1 1.077.306,7 1.146.065,8 1.240.410,9 1.204.970,11 1,472.719,9 
Pnerimi,an Negara liukan Palak  260.941,9 331.471,0 	351.004,7 314.711,9 090.590,5 255.628,5 261.976,3 	260,242,1 

II. Iiibah 3.023,0 5.253,9 	5,7116,7 6.832,5 5,034,5 11.973,0 8.987,7 	3.130,1 

Sumber: Nato Keuangan APBN 2014 dan NK RAPBN 2018 

Sumber utama pendapatan negara berasal dari penerimaan dalam negeri yaitu 
penerimaan perpajakan. Sejak reformasi perpajakan tahun 1984, penerimaan 
perpajakan selalu menjadi tunlpuan utama pendapatan negara. 

5 



I. PENDAPATAN DALAM NEGERI 

1. PENERIMAAN PERPAJAKAN 

Dasar Hukum: 

Tercantum dalam pasal 23A UIJD 1945 perubahan ketiga yang berbunyi, "Pajak dan 
pungutan lain yang bersifat rnernaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-
Undang". Ketentuan penerirnaan pajak lebih detail diatur dalam lJlJ Nomor 28 Tahun 
2007 dan UU Nornor 16 Tahun 2009 yang merupakan arnandernen ketiga dan keempat 
atas UU Nornor 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 
hadan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, clengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan cligunakan untuk keperluan negara bagi 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Fungsi Pajak: 
Fungsi budgetair 

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran 
negara/pemerintah. 

Fungsi mengatur (regulerend) 

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau nielaksanakan kebijaksanaan pernerintah 
dalani bidang sosial dan ekonomi. Hal tersehut menjadikan kehijakan perpajakan 
menjadi instrurnen dalam rnencapai tujuan tertentu. 

Fungsi stabititas 

Dengan adanya pajak, pernerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan 
yang berhubungan dengan stabilitas perekonomian, Hal mi bisa dilakukan antara 
lain dengan rnenggunakan instrurnen pajak untuk mempengaruhi perilaku 
masyarakat sehingga stabilitas makroekonorni terjaga. 

Fungsi redistribusi pendapatan 

Pajak yang sudah clipungut oleh negara akan cligunakan untuk membiayai sernua 
kepentingan umuin, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat 
tneningkatkan lapangan pekerjaan, menekan tingkat ketimpangan, serta niemberi 
jaminan sosial bagi masyarakat yang kurang rnarnpu. 

Syarat Pemungutan Pajak: 

1) Syarat Keadilan : Hal mi terkait dengan ketentuan pernungutan pajak terhadap 
objek pajak harus berdasarkan asas keadilan dan keniampuan dari setiap objek 
pajak serta pemungutan tersebut dikenakan kepada seluruh objek pajak yang 
nierniliki kewajiban secara merata sesual dengan ketentuan yang berlaku. 

7 
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Berdasarkan objektif dalam rnenentukan besaran pajak yang add bagi masyarakat, 
beberapa ekonom kiasik seperti J.S Mill mengajukan asas perpajakan proporsional 
terhadap pendapatan individu. Hal tersebut didasarkan pada pandangan mengenai 
utilitas dari pendapatan yang bersifat diminishing (menurun) sehingga tarifpajak yang 
lebih besar patut dikenakan terhadap wajib pajak yang memiliki pendapatan yang lebih 
hesar karena akan menciptakan keadilan dail sisi utilitas uang tersebut. Asas tersebut 
kini menjadi acuan utama dalam sistem perpajakan modern dan dikenal dengan sistem 
pajak prograsif. 

Pengelompokkan Pajak 

1) Menurut golongannya 

Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan 
tidak dapat dibebankan atau dilirnpahkan kepada orang lain. 

Contoh: Pajak Penghasilan. 

Pajak tidak langsung 

Contoh : Pajak Pertambahan Nilal. 

2) Menurut sifatnya 

Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, 
dalarn arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

Contoh: Pajak Penghasilan. 

Pajak Objektif, yaitu pajak yang benpangka] pada objeknya, tanpa 
memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

Contoh Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 

3) Menurut lembaga pemungutnya 

Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan 
untuk membiayai rumah tangga negara. 

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah, Bea Materai. 

Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut o]eh Pernenintah daerah dan 
digunakan untuk membaiayai rumah tangga daerah. 

Pajak Daerah terdiri atas: 

Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan pajak bahan Bakar 
Kendaraan Bermotor. 

Pajak Kabupaten/Kota, contoh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak 
H ib uran. 
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Tabel 2 TarifWajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri 

LapisanPenghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

Sampai dengan Rp50000.000,- 5% 

Di atas Rp50.000.000,- sampai dengan Rp250.000.000,- 15% 

Di atas Rp250.000.000,- sampai dengati Rp500.000.000,- 25% 

Di alas Rp500.000.000,- 30% 

Sumber: UU No 36 Tahun 2008 

4) Tarif degresif 

jenis tarif mi merupakan kebalikan clarii jenis progresif dimana persentase 
tarif yang digunakan semakin keci] bila junilah yang dikenai pajak semaki n 
besa r. 

a. PAJAK DALAM NEGERI 
Berdasarkan UU APBN 2017, Pendapatan Pajak Dalam Negeri adalah semua 
penerimaan negara yang berasal dai'i pendapatan pajak penghasilan, pendapatan 
pajak iiertanibahan  ni]ai barang dan jasa dan pendapatan pajak penjualan atas 
barang rnewah, pendapatan pajak burni dan bangunan, pendapatan cukai, dan 
pendapatan pajak lainnya 2 . 

Pajak Penghasilan 
Pajak Penghasilan (PPh) clikenakan terhadap orang pribadi dan badan, 
berkenaan dengan penghasi]an yang diterima atau diperoleh selama satu 
tahun (12 bulan) pajak 3 . 

Dasar Hukum: 

UU No 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan tentang Perubahan Keempat 
atas IJndang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasi]an. 

Subjek pajak penghasi]an meliputi 

1) Orang pribadi 

2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, rnenggantikan yang 
berhak 

3) Badan 

Adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan balk 
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, 
badan usaha nii]ik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk 
apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi 
lainnya, lenibaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi 
kolektifdan bentuk usaha tetap. 4  

Kriteria badan pemermntah yang tidak membayar pajak: 

2 UU Nornor 23/2014 tentsng Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 
3 http://wwwpajakgo.id/sites/dcfault/tiles/BookletPPh.pdf  
4 Ibid. 
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firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang 
sejenis, lembaga, dan bentuk badan ]ainnya termasuk reksadana, 

3) Kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria: 

pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan 
perundangundangan 

pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD 

penerirnaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah 

penibukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional 
negara. 

Warisan yang belurn terbagi sebagal satu kesatuan, menggantikan 
yang berhak. 

Subjek Pajak Luar Negeri 

1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di 
Indonesia tidak Iebih dart 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam 
jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan 
tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau 
melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. 

2) Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di 
Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan 
badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia 
yang dapat menerima atau memperoleh panghasilan dari Indonesia bukan 
dari rnenjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di 
Indonesia. 

Tidak termasuk Subjek Pajak: 

1) Kantor perwakilan negara asing; 

2) Pejabat perwakilan dip]omatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain 
clari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka 
yang bekerja pada clan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan 
syarat: 

bukan warga Negara Indonesia; dan 

di Indonesia tidak menerima atau rnemperoleh penghasilan lain di 
luar jabatan atau pekerjaannya tersebut; serta 

negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik; 

3) Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan 
Menteri Keuangan dengan syarat: 

Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; 

tidak menjalankan usaha; atau 
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Gambar 1. Perkembangan l'ajak Pengliasilan 2010-2017 
(ci lam in i liar rupiah) 
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Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan UIJ APBN 

Seiring deiigan pertumbuhan ekonomi Indonesia, Penerimaan Paja]< Penghasilan (PPh) 
dalarn kurun waktu 2010 hingga 2016 secara konsisten mengalam peningkatan. Hingga 
2016, realisasi PPh mencapai Rp666,21 miliar atau merupakan pos penerimaan pajak 
terbesar dalarn APBN. Akan tetapi, jika dibandingkan derigan target dalam APBN-P, 
capalan realisasi PPh tidak pernah rnelarnpaui targetnya. 

Tabel 3. Perkenibangan PPh, 2010-2017 
(O6r, MIiru l,i,h) 

Tahun 1 	2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Realisasi 362.219,0 431.121,0 465.069,0 506.443,0 546.181,0 602.308,0 666.212,0 

APBN 351.000,0 420.500,0 519.964,0 584.890,0 586.306,0 644.396,0 757.230,0 787.704,0 

APBNP 431.977,0 431.977,0 513.650,0 538.760,0 569.867,0 679.370,0 855.842,0 783.970,3 

Sumber: Laporan Kcuangan Pemerintah Pusat dan UU APBN 

Jenis-Jenis Pajak Penghasilan 

Dalarn struktur APBN, Pajak Penghasilan (PPh) dibagi menjadi dua, yaitu: PPh 
Migas dan PPH Non Migas - 

1) PPh Migas 

PPh Migas = ((Lifting x Harga Jual x Kurs) - First Trance 
Petroleum- Cost Recovery) x Proporsi Bagian Kontraktor x Tax 

PPh Migas terdiri dan: 

PPh minyak burni 
PPh gas bumi 
PPh migas Iainnya 
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Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat Lain dan 
negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada 
mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama 
mereka. 
Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh 
Keputusan Menteri Meuangan sepanjang bukan Warga Negara 
Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau 
pekerjaan Lain untukmemperoLeh penghasilan di Indonesia. 

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adaLah: 

penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap. 
penghasilan yang diperoleh penerima pensiun secarateratur. 
penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan 
penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara 
sekaligu s. 
penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja Lepas. 
imbalan kepacla bukan pegawai. 
irnbalan kepada peserta kegiatan. 

Tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah: 

pembayaran maniaat atau santunan asuransi 
penerimaan dalarn bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam 
bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, 
kecuali diherikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang 
dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang 
dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan 
khusus (deemed profit). 
iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun. 
zakat yang diterima oLeh orang pribadi yang berhak. 
Beasiswa yang diterima atau diperoLeh Warga Negara Indonesia. 

b) PPh22 

Merupakan pembayaran pajak pengahasilan dalam tahun berjalan 
yang dipungut oleh 5 : 

Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau Lembaga 
Pemerintah dan lembaga-Lembaga negara Iainnya, berkenaan 
dengan pembayaran penyerahan barang. 
Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, 
berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha 
di bidang Lain. 
Wajib pajak badan tertentu yang melakukan penjualan barang 
yang tergolong sangat mewah. 

Pemungut dan Objek PPh PasaL 22 

i) Bank Devisa dan Direktorat jendral Bea dan Cukai. 

'Bukiet Pajak Penghasilan Sernentrian keuangan 
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Penerirna penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23: 

iJ WP dalam negeri. 
ii) BUT. 

PPh 24 

Ketentuan pasal 24 UU PPh mengatur tentang perhitungan besarnya 
pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang 
dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan terutang atas se]uruh 
penghasilan wajib pajak dalam negeri. 

PPh25 

Ketentuan pasal 25 undang-undang pajak penghasilan mengatur 
tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar 
sendiri o]eh wajib pajak dalam tahun berjalan. 

PPh26 

Ketentuan pasal 26 undang -undang mengatur tentang pemotongan 
atas penghasilari yang bersumber di Indonesia yang diterima atau 
diperoieh wajib pajak luar negeri (baik orang pribadi maupun badan) 
selain Bentuk Usaha Tetap. 

PPh29 

Pasal 29 mengatur tentang perhitungan pajak yang terhutang dalam 
tahun berjalan Iebih besar dari kredit pajak, maka kekurangan 
pernbayaran pajak terhutang harus dilunasi Surat Pemberitahuan 
Pajak Penghasitan disampaikan. 

PPh final 

1) PPh fiskal 

j) PPh ditanggung pemerintah 

label S. Perkembangan PPh Non Migas, 2010-2016 
IMiliar Ruiah1 

PPh Non Mgas 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 	
Rerata 

Koniribusi 

PPh Pasal 21 55.332 66.752 79.599 90.162 	105.651 114.480 109.644 	20.3% 

PPh Pasal 22 4.738 4.946 5.507 6.837 	7.256 8.478 11.351 	1.6% 

PP6 Pasal 22 Impor 23.601 28.292 31.610 36.33239.454 4069 37.977 	7.9% 

PPh Pasal 23 16.278 18.703 20.303 22.207 25.517 
4.704 

2782 29.142 5.3% 

PPh Pasal 25/29 Pribadi 2.935 3.287 3.763 4.383 8.258 S.313 1.1% 

PP6 Pasal 25/29 Badan 131.481 154.610 152.132 154.295 148.362 18011 169.687 37.0% 

Pph Pasal 26 20.')58 27.239 24.611 27.984 34.729 42.232 36.09j 7.0% 

PP6 Final 39.915 50.815 60.386 71.570 87.318 119.667 117.676 17.3% 

PPh Non Migas L.ainnya 32 41 31 37 88 18P 104.175 2.4% 

Total 295.268 354.684 377.942 413.808 453.079 544.465 621.0601 100.0% 

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (Audited) 

Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa selarna 2010 hingga 2016, secara 
keseluruhan kenaikan PPh mengalarni rerata kenaikan sebesar 11,2 persen. 
PPh badan memberikan kontribusi terbesar terhadap besaran PPh non migas 
dengan rerata sebesar 37 persen clari total PPh Non Migas. Kernudian diikuti 
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Pernanfaatan JKP dail luar daerah pabean di dalam daerah pabean. 

Ekspor BKP oleh Pengusaha Kena Pajak. 

Ekspor BKP tidak berwujud oleh Pengusahan Kena Pajak. 

Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak. 

PPn BM dikenakan atas: 

Penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan o!eh Pengusaha 
yang mengahasilkan barang tersebut dalarn kegiatan usaha atau 
pekerjaannya. 

Impor BKP yang tergolong rnewah. 

Dasar Pengenaan Pajak 

Untuk rnenghitung besarnya pajak (PPN dan PPnBM) yang terutang perlu 
adanya dasar Pengenaan Pajak (DPP). Yang menjadi DPP adalah: 

Harga Jual. 

Penggantian. 

Nilai Impor. 

Nilai Ekspor. 

Nilai lain yang diatur dengan atau berdasar Peraturan Menteri Keuangan. 

Perkembangan PPN dan PPnBM adalah sebagai berikut: 

Gambar 2. Perkembangan PPN dan PPnBM, 2010 - 2017 (Miliar Rupiah) 
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Sumber: Laporan Keuangan Pernerintah Pusat dan UU APBN 

Tabel 7. Perkeinbangan PPN dan PPnBM, 2010-2017 
(Mi1ir Rr,ih) 

PPNdanPPNBM 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Realisasi 230.605 277.800 337.585 384.714 409.182 423.711 412.213 

APBN 269.500 312.100 352.950 423.708 492.951 524.972 571.733 493.889 

APBN p 262.963 298.441 336.057 423.708 475.587 576.469 474.235 475.483 

Sumber: Laporan Keuangan Pernerintah Pusat dan U1J APBN 
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Boks 3. Program Amnesti Pajak 

Amnesti pajak adalah program pengampitnan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib 
Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi 
perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh 
pada tahun 2015 dan sehelumnya yang helum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi 
seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. 

Aturan terkait amnesti pajak diatur dalam UU Nornor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan 
Pajak serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2016. Amnesti Pajak berlaku sejak 
disahkan hingga 31 Marcl 2017, dan terbagi kedalam 3 (tiga) periode, yaitu: 

Periode I: Dari tanggal diundangkan s.d 30 September 2016 

Peniode II: Dat - i tanggal 1 Oktohcr 2016 s.d 31 Desember 2016 

Peniode Ill: Dari tanggal 1 januari 2017 s.d 31 Maret 2017 

Proses penentuan besaran tidal tebusan didasarkan pada besaran deklarasi harta yang 
dilaporkan dikali dengan tarif arnnestt clari setiap jenis harta. Pada penutupan akhir 31 maret 
2017, jumlah deklarasi harta mencapai Rp 4.884 Tniliun dengan nilai tebusan sebesar Rp 146,7 
Triliun Rupiah. Tebusan dari amnesti teisehut masuk didalam akun pendapatan PPh non Migas 
Laiinya dalam postur APBN 

Berikut merupakan ringkasan data hasil pelaksanaan ttrnnesti Pajak 2016-2017 

jenis Total (Miliar Rupiah) 

Tebusan Badan Non IJMKM 14.682 

Tebusan Badan UMKM 691 

Tehusan OP Non IJMKM 91.356 

Tebusan OP UMKM 7.809,8 

Total Tebusan 114.540 

Deklarasi Ilarta Bersih Repatriasi 146.703 

Deklarasi Harta Bersih Dalam Negeri 1.036.758 

Deklarasi Harta Bersih Dalam Negeri 3.700.790 

Total Dcklarasi Harts 4.884.252 

Sumber: Kementrian Keuangan 

Sum ber: LKPP 

F,6,.' 
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4) Kondisi lingkungan dan lain-lain 

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap 
pada tanah dan atau perairan. Yang termasuk dalam pengertian bangunan 
adalah jalan lingkungan dalarn satu kesatuan dengan kompleks bangunan, 
jalan tol, kolani renang, pagar mewah, tempat olahraga, galanagan kapal, 
dermaga, taman rnewah, tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, 
pipa minyak serta fasilitas lain yang memberikan manfaat. 

Dalam menentukan kiasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor sebagai 
berikut: 

bahan yang digunakan 
rekayasa 
letak 
kondisi lingkungan dan lain-lain 

Pendapatan PBB terdiri dari atas pendapatan PBB sektor perdesaan, sektor 
perkotaan, sektor perkebunan, sektor kehutanan, dan sektor pertambangan. 
Dari kelima faktor tersebut pendapatan PBB sebagian besar disumbang oleh 
sektor pertambangan, sektor perkotaan, dan sektor perkebunan dengan 
kontribusi rata rata masing masing sebesar 82,5 persen, 8,85 persen, dan 5,79 
perse n. 

Sejak tahun 2014, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan 
Perkotaan (PBB-P2) dilakukan oleh masing-masing kota/kabupaten. Sehingga 
PBB menjadi bagian langsung clari APBD. 6  

Perkembangan PBB secara umum adalah sebagai benikut: 

Gambar 3. Perkembangan POD 2010-20 17 

(Triliun Rupiah) 
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APBN 26,51 27,611 35.65 

API1NP 25.32 29,06 29.69 

REJLI.lS/SI 28.50 29.09 20,97 

Sumber Data Pokok APBN, LKPP 2016 

2013 	2014 	2015 	2016 	2017 
27.34 	25,44 	26,68 	19,41 	17,30 

27,34 	21.74 	26.69 	17,71 	15,41 

25.30 	23,40 	29,25 	19,44 

6 www.pajak.go.id/conteflt/pengalihan.pbb-desa-dafl.perkotaan  
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Pada tahun 2015, pendapatan PBB meningkat 24,57 persen dari tahun 
sebelumnya yang sebesar Rp23,5 triliun menjadi Rp29,3 triliun. Peningkatan 
PBB tahun 2015 ditopang oleh hasH pertambangan yang meningkat sebesar 
25,62 persen. Namun pada tahun 2016 pendapatan PBB kembali turun 
menjadi Rp19,44 triliun atau turun 33,5 persen dari realisasinya tahun 2015 
yang sebesar Rp29,3 tri]iun. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh 
rendahnya harga komoditas batubara di pasar internasional. 

Iintuk 2017, Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan ditargetkan mencapai 
Rp15,41 triliun, atau menurun 12,98 persen dari APBNP tahun sebelumnya 
yang sehesar Rp17,71 triliun. Penurunan pendapatan PBB tersebut terutama 
dipengaruhi oleh penurunan proyeksi produksi migas pada tahun 2017 dan 
belum mernbaiknya sektor pertambangan akibat masih rendahnya harga 
komoditas khususnya batubara di pasar dunia. 

iv. Cukai 

Dasar Hukum: 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukal. 

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang 
tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam 
Undang-undang No. 39 Tahun 2007 tentang cukai. 

Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik (Barang Kena 
Cukai): 

konsumsinya perlu dikendalikan; 

peredarannya perlu diawasi; 

pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau 
lingkungan hidup; atau 

pernakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan 
keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang mi. 

Barang Kena Cukai 

Cukai dikenakan terhadap barang kena cukai yang terdiri dan: 

Etil alkohol atau ethanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang 
digunakan dan proses pembuatannya. 

Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan 
tidak rnengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, 
termasuk konsentrat yang mengandung etil alcohol. 

Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, 
dan hasil pengolahan tembakau Iainnya, dengan tidak mengindahkan 
digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam 
pembuatannya. 
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beberapa faktor, antara lain; (a)kebijakan kenaikan tarifcukai dan harga dasar 
barang kena cukai (BKC); (b)peningkatan pengawasan dan penindakan 
terhadap BKC ilega] dan pelanggaran hukum lainnya; (c)penerapan sistem 
aplikasi cukai (SAC) secara sentralisasi; (d)peningkatan audit terhadap para 
pengusaha BKC; dan (e)extra effort dalam pemberantasan pita cukai rokok 
ilegal. 

Pendapatan cukai dalam APBNP tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp153.1 
triliun, terdiri atas cukai hasi] tembakau sebesar Rp147.5 triliun, cukai Ethyl 
Alkohol sebesar RpO.14 triliun, cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol 
(MMEA) sebesar Rp5.52 triliun.Jika dibandingkan dengan target APBNP tahun 
2016, target pendapatan cukai dalam APBNP tahun 2017 meningkat sebesar 
3.41 persen dari Rp148.09 triliun menjadi Rp153.14 triliun. Peningkatan 
tersebutterutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan cukai hasil tembakau 
sebesar 6.9 persen. Peningkatan tersebut diharapkan dapat tercapai dan 
keberhasilan pe]aksanaan program pemberantasan cukai ilegal, penyesuaian 
tarifcukai hasil tembakau, dan penyempurnaan ketentuan pembayaran cukai 
dengan penundaan dan perrnbayaran berkala. 

Boka 6. Kebijakan Kepabeanan dan Cukai Tahun 2017 

Peningkatan kualitas perneriksaan barang dan dokumen kepabeanan. 

Peningkatan targeting audit data jumlah objek joint audit. 
Penguatan pengunaan IT untuk mendukung pelaksanaan dan prosedur kepabeanan 
dan cukai. 

Penurunan Dwelling Time (Pre custums clearance). 

Pembentukan PLB. 
Pemborian fasilitas pembebasan/penangguhan (KB,KITE,KEK, dan PLEO). 

Pengenaan BK untul: ekspor produk mentah (CPO, kayu, kulit, kakao). 
B. 	Peningkatan akurasi nhlai pabean rnelalui custum advice. 

Penutupan pelabuhan "tikus" dari kegiatan eksport import untuk menigkatkan 
kepatuhan wajib hayar. 
Peningkatan kualitas sarana dan prasarana operasi serta informasi kepabeanan dan 

cukai 

Optimalisasi peneraJan Indonesia Notion Single Window 
Pembentukan indonesia Single Risk Mone,qement 
Peningkatan kompeisi SDM kepabeanan dan cukai 

Sumber: Dirjen Bea Cukal 

v. Pajak Lainnya 

Penerimaan Pajak lainnya terdiri dan: 
Penjualan Benda dan Bea Materal. 
Pajak Tidak Langsung (termasuk didalamnya pendapatan PPn batubara). 
Bunga Penagihan Pajak 

Tabel 12. Perkembangan Pajak Lainnya Tahun 2010-2017 
I 	2010 	1 	2011 2012 	2013 2014 1 	2015 	1 	2016 2017 

000LISASI 	ltd 	REAUSASI 
total 

°'° 
thd 
total 

% REALI500I 	thd 	00115*51 	ltd 
total, 	total 

8005*51 ltd 
total 

REALISASI 	Ltd 	RtALISASI I Ltd 
total 	total 

APBNP 

I 
Ltd 
total 

I010nlaloro 33 	95 	1,1 27 5117 07.1 j 	426 	11  86,5 4,93 70,4 437 3239 	1,81 	5931 I 	no na 
rP9Ok2dOkOflUfl0 Ofl5VO 0.001 	0.7 	i,8643 0003 0,1 3,35 	7,0 033 62 0* 19,77111 1,11 	13,691 so ia 
tungapenahanpaao 0,1 4,7 	03 	0,3 0,33 7,9 0,32 	6,5 037 15,4 0,4 7,10 2,10 	2750na so 

Total 1 	2,7 lIlt 	1,9 	Ill 420 100.01 4,93 	1100,0 6,29 0000 537 ItO 8,11 	100 1 	8,7 100 

Sumber: LKPP, NK dan RAPBN 2018 diolah 



31.6 
28.9 

APBNP tahun 2016 pendapatan bea rnasuk berkurang 0.3 persen, sedangkan 
pendapatan bea keluar meningkat 8 persen atau secara keseluruhan hanya 
rneningkat 0,2 persen: 

Ganibar 4. Perkembangan Bea Masuk dan Bea Keluar 
(Trilliun Rupiah) 

33.2 32.3 
31.2 

32.5 

kid 11.3 

2010 	2011 	2012 	2013 	2014 	2015 	2016 	2017 

Bea Masuk 	Bea Keluar 

Ket APBNP 
Sumber: Kenientrian Keuangan NK dan RAPBN 2018 

Berdasarkan ganihar di atas, bea masuk mengalami peningkatan dari tahun 
2010 sampai tahun 2016 rata rata sebesar 8,83 perseri tiap tahunriya, 
walaupun pada tahun 2015 turun sebesar 3,41 persen pertumbuhan bea 
masuk masih bisa dikategorikan positif. Peningkatan tersebut terutarna 
dipengaruhi oleh peningkatan impor barang komoditas dan barang barang 
konsumsi lainnya disertai pula langkah pemerintah melalui upaya 
penyelundupan, pemeriksaan fisik barang dan peningkatan akurasi penelitian 
nilai pabean. 

Pendapatan bea keluar dalam APBNP tahun 2017 diperkirakan mencapai 
Rp2,7 triliun atau turun sebesar 0,3 persen jika dibandingkan dengan APBNP 
tahun 2016. Penurunari tersebut selaras dengan tren penurunan pertunibuhan 
bea kaluar clari tahun 2011 sampai 2016 yang rata ratanya minus 33,3 persen. 
Berdasarkan kontribusinya penerimaan bea keluar terutarna bersumber dan 
penerimaan bea keluar kelapa sawit, GPO, dan turunannya. Selebihnya berasal 
dail bea keluar atas ekspor rotan, kulit, kayu, mineral, dan biji kakao. 
Rendahnya harga GPO di pasar internasional adalah dampak dari turunnya 
tarif bea keluar CPO bese]-ta turunannya terkait kebijakan pembentukan 
Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit sebagai arnanat dari Perpres Nomor 
61 Tahun 2015 tentang Penghirnpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan 
Kelapa Sawit. Disamping itu, turunnya bea keluar dipengaruhi adanya 
kebijakan pelarangan ekspor mineral (tanpa pernurnian) pada tahun 2017. 
Bea keluar sangat tergantung pada kebijakan pemerintah dalam penerapan 
besarnya ben keluar, antara lain: (1) harga referensi GPO dan turunannya serta 
liarga biji kakao yang ditetapkan pemerintah dan menjadi dasar besarnya tarif 
bea keluar yang dikenakan dan (2) penetapan harga patokan ekspor sebagai 
dasar perhitungan besarnya pungutan bea keluar. Selain itu, terdapat 
parameter yang uncontrollable yaitu volume ekspor clari kornoditas tersebut. 
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d. PERPAJAKAN DI NEGARA LAIN 

Data OECD menunjukkan bahwa negara Indonesia saat mi masih cukup tertinggal 
dibandingkan dengan tax ratio dibeberapa negara, bahkan tax ratio di Indonesia 
tergolong sangat rendah jika dibandingkan dengan negara maju. Tax ratio 
Indonesia hanya berada dalam kisaran 11%-14% dalam delapan tahun terakhir. 
Sementara, rata-rata negara maju niencapal sekitar 28%-34%. Rata-rata raslo 
Pajak/GDP di negara-negara OECD adalah 32,7% pada tahun 2010, 33,0% pada 
tahun 2011,32,6 pada tahun 2012,33,0% pada tahun 2013, dan 32,9% pada tahun 
2014. Perkembangan tax ratio dalam lima tahun terakhir terlihat fluktuatif dan 
cenderung stabil, hal mi disebabkan oleh stabilnya perekonomian dunia. 

Tabel 13. Tax Ratio Beberapa negara OECD 
(Organization of Economic Cooperation and Development) 

4 Total tax revenue as perceota,qe of GDP 

NEGARA 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 

Australia 25,6 26,5 27,3 27,5 27,8 n.a 
Canada 30,6 30,4 30,9 30,9 21,2 31,9 

Denmark 45,1 45,1 45,8 46,8 49,6 46,6 
Hungaria 37,5 36,5 38,6 38,2 38,2 39,4 

taly 43,0 43,0 43,8 43,9 43,6 43,3 
Japan 3 
Korea 25,1 25,9 24,8 24,3 24,6 25,2 

Mexico 18,9 19,7 13,9 14,6 15,2 17,4 

Netherlands 38,9 38,6 36,0 36,5 1 	37,5 37,8 
New Zaeland 31,1 31,5 32,0 31,3 32,5 32,8 

Norway 42,6 42,5 41,5 39,9 38,8 38,1 
Poland 31,7 323 31,9 31,9 32,1 n.a 
Portugal 31,2 1 	323 31,8 34 342 345 
Sweden 45,4 44,2 42,6 42,9 42,8 43,3 
Turkey 262 27.8 27,6 29,3 284 30,0 
United States 23,8 24,0 24,1 25,7 25,9 26,4 
OECD  Total 32,7 33,0 32,6 33,0 32,9 28,0 

Kelerarigan: * angka sementara 
Sumber OECD, 2014. 

2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) 

Dasar hukum: 

Dasar hukum rnengenai penge!olaan PNBP diatur dalani UU Nomor 20 Tahun 1997 
tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara, UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, serta UU No. 15 Tahun 
2004 tentang Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara. 
Kemudian pengelolaan PNBP tersebut diatur dalani berbagai peraturan undang-
undangan, balk peraturan pernerintah maupun keputusan menteri keuangan. 

Definisi PNBP 

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 20 Tahun 1997, Penerimaan Negara Bukan Pajak 
(PNBP) adalah seluruh penerirnaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dan 
penerimaan perpajakan. 
Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU No. 18 Tahun 2016 tentang APBN 2017, PNBP 
adalah semua penerirnaan Pemenintah Pusat yang diterima dalam bentuk 
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Laporan Realisasi PNBP Triwulan yang disampaikan paling 1amba 1(satu) bulan 
setelah triwulan tersebut berakhir. 

Narnun dalam perkembangan selanjutnya, menurut Surat Edaran Sekretaris Jenderal 
Depkeu RI Nomor: S-389/Sj/2006 tanggal 15 Juni 2006 yang kernudian ditindakianjuti 
dengan Surat Edaran Dirjen Pajak Nornor: SE-05/PJ.12/2006 tentang Laporan Realisasi 
Penerimaan Negara Bukan Pajak, Instansi Pernerintah memiliki kewajiban untuk 
menyampaikan Laporan Bulanan realisasi PNBP setiap tanggal 10 bulan berikutnya 
kepada Seki -etaris Jenderal up. Biro Perencanaan dan Keuangan serta tembusan 
disampaikan kepada Sekretaris Dirjen Pajak up. Kepala Bagian Keuangan. 

Walaupun PNBP memiliki sifat segera harus disetorkan ke kas negara, namun sebagian 
dana dari PNBP yang telah dipungut dapat digunakan untuk kegiatan tertentu oleh 
instansi yang bersangkutan. Pemberian izin penggunaan dan besai-an jurnlah 
ditentukan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan, setelah 
Pimpinan instansi pemerintah mengajukan permohonan yang sedikitnya dilengkapi 
den gan: 

tujuan penggunaan dana PNBP antara lain untuk meningkatkan pelayanan, 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan produktivitas kerja 
serta nieningkatkan efIsiensi perekonornian 
rincian kegiatan pokok instansi dan kegiatan yang akan dibiayai PNBP 
jenis PNBP beserta tarifyang berlaku 
laporan realisasi dan perkiraan tahun anggaran berjalan serta perkiraan untuk 2 
(dua) tahun anggaran mendatang. 

Kegiatan penatausahaan sebagian dana dari PNBP mi dilakukan oleh pimpinan 
instansi/bendaharawan penerirna dan bendaharawan pengguna, yang ditunjuk setiap 
awal tahuri anggaran. Apabila terdapat saldo lebih maka pada akhir tahun anggaran 
wajib disetor seluruhnya ke Kas Negara. 

a. PENERIMAAN SIJMBER DAYA ALAM (SDA) 

PNBP yang berupa penerimaan yang bersumber dari penerimaan sumber daya alarn 
terdiri dan 

i. PNBP SDA Migas 

Dasar hukum penerimaan migas 

Undang-Undang No 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 
PP No 41/1982 tentang Kewajiban dan Tata cara Penyetoran Pendapatan 
Pemerintah dari Hasil Operasi Sendiri dan Kontrak Production Sharing 
PP No 35/2004 tentang Kegiatan Usaha 1-lulu Migas 
PP No 79/2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan 
Perlakuan PPh di Bidang Usaha Hulu Migas 
PMK 124/PMK.02/2016 
Kontrak Kerja Sama (Contract Production shorin9). 

Berdasarkan PMK 124/PMK.02/2016, PNBP SDA Migas adalah PNBP yang 
dihasilkan dari penerimaan bagian negara atas hasil eksploitasi sumber daya alani 
minyak dan/atau gas bumi setelah memperhitungkan kewajiban pemerintah atas 
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Boks 7. Kebijakan PNBP SDA Migas untuk Mengoptimalkan Penerimaan Tahun 2017 

Monitoring proyek pengenibangan lapangan onstreom 6 proyek 	baru dengan kontribusi 
sekitar 6.500 BOPD dan 305 MMSCFD agar dapat berjalan tepat waktu. 

Melakukan Iangkah-langkah kebijakan dalam upaya meningkatkan lifting migas 
sebagaimana diamanatkan dalam lnstruksi Presiden No. 2 Tahun 2012 tentang Peningkatan 

Produksi, serta upaya pencapaian target lifting migas. 
Penerapan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan operasional kegiatan usaha hulu 

migas, seperti ellsiensi dalani pembiayaan kegiatan operasi dan investasi kapital, dan 
penerapan teknologi tepat guns. 

Optirnalisasi Iebih lanjut pacla pemanfaatan Gas Bumi ke stakeholder domestik, sehingga 

mendorong penyaluran Gas Bumi secara lebih maksimal. 
Penerapan Kebijakan Penetapan Harga Gas Bumi tertentu berdasarkan Paket Kebijakan 

Stimulus Ekonomi yang akan ditetapkan dalam Peraturan Presiden untuk inendorong 
pertumbuhan industri dalam negeri 

Sumber APBN TA 2017 

ii PNBP Non Migas 

1) PNBP SDA Pertambangan Mineral dan Batubara 

Sesuai PP No. 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan tarif PNBP yang berlaku di 
Kementeriari Energi dan Sumber Daya Mineral sektor Pertambangan 
Umum yang isinya beberapa pungutan antara lain pungutan iuran tetap, 
iuran eksplorasi, iuran eksploitasi/produksi (royalti). 

luran tetap/landrent/deadrent adalah iuran yang dibayarkan kepada 
Negara sebagai imbalan atas kesempatan Penyelidikan Umum, Studi 
Kelayakan, Konstruksi, Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu wilayah 
Kuasa Pertanibangan/Kontrak Karya/Perjanjian Karya Perusahaan 
Pertambangan Batubara. 

luran Tetap Izin Usaha Pertambangan = Luas Wilayah lop X Tarif PP No. 9/2012 

luran Tetap Kontrak Karya dan luran Tetap Perjanjian Karya Pengusahaan 

Pertambangan Batubara (PKP2B) = Was Wilayah X Tarif PP No. 9/2012 

luran Tetap Perjanjian Karya Pengusahaan Pertanibangan Batubara (PKP2B) = 

Luas Wilayah XTarif PP No. 9/2012 

luran Eksploitasi (Royalti) adalah iuran produksi yang dibayarkan 
kepada Negara atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan 
eksploitasi sesuatu atau lehih hahan galian. 

loran Eksploitasi (Royalti) Izin Usaha pertambangan = Tonase X l-larga jual X Tarif 

PP No. 9/2012 

loran Eksploitasi (Royalti) Kontrak Kalya = Tonase X Harga jual X Tarif PP No. 
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2) PNBP SDA Kehutanan 

Pemerintah menggunakan mekanisme pembayaran Penerimaan Negara 
Bukan Pajak (PNBP) Kehutanan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) 
59/1998 tentang PNBP Kehutanan yang cemudian diubah menjadi PP 
92/1999 dan terakhir diubah menjadi PP 12 tahun 2014. 

Pada Peraturan Pernerintah (PP) No.12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif 
Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada 
Kementerian Kehutanan tertuang Kenaikan tarif Dana Reboisasi (DR) dan 
Provisi Sumber Daya Hutan (PSDF-l). Kayu bulat dari hutan alam dengan 
diameter di atas 49 cm yang rata-rata naik 0,5 dolar AS, sementara untuk 
kayu bulat kecil, ukuran diameter kurang dari 30 cm, naik dari 2 dolar AS 
menjadi 4 dolar AS. Pemerintah juga menambah kiasifikasi baru untuk kayu 
yang dikenai tarif DR, yaitu kayu bulat sedang dengan diameter 30-49 cm. 
Kayu bulat sedang dikenai tarif DR bervariasi antara 10,5 dolar AS-14 dolar 
AS tergantung region. 

Sementara kenaikan yang cukup drastis terjadi pada tarif PSDH. Tarif 
tersebut akan dikalikan dengan harga patokan yang ditetapkan oleh 
Kemenhut kemudian. Untuk kayu dari hutan alam, tanif PSDH naik menjadi 
10 persen dari sehelumnya 6 persen. Lonjakan tinggi terjadi untuk tarif 
kayu bulat kecil dari sebelumnya hanya 1 persen menjadi 10 persen, sarna 
dengan tarif yang berlaku pada kayu bulat dan kayu bulat sedang. 

Tarif PSDH untuk kayu seperti akasia, pinus, ekaliptus, karet heberapa jenis 
kayu ]ainnya yang diproduksi clari area] hutan tanaman industri (HTI). jika 
sebelumnya tanifPSDH yang dikenakan sehesar 5 persen per ton menjadi 6 
persen per ton 7 . 

Jenis-jenis PNBP SDA Kehutanan: 

Jenis PNBP yang berlaku pada Kementnian Kehutanan tertuang dalam PP 
No. 12 Tahun 2014 Tentarig Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara 
Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementrian Kehutanan, diantaranya 
sebagai benikut: 

Dana Reboisasi 
Dana reboisasi adalah dana yang dipungut dari pemegang izin usaha 
pemanfaatan hasil ]iutan clari hutan alam yang berupa kayu dalam 
rangka reboisasi clan rehabilitash hutan. 

Formula penghitungan dan reboisasi  

taniljsatuan x volume 

Provisi Sumber Daya 1-lutan [PSDII) 
PSDH adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai 
instrinsik dari hash] hutan yang dipungut dari hutan negara. 

7Sugiharto Tarif Melesat Meski Target Meleset http://agroindanesa.co.id/2O14/O3/18/tarif.meIesat-meski-target-

meiesetf  

'S. 
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Boks 9. Kebijakan guna mengoptimalkan target 
PNBP SDA Kehutanan 

Reformasi tata kelola melalui penyempurnaan regulasi guna peningkatan dan 
pertumbuhan usaha sektor kehutanan 

Pengembangan sistem Penatausahaan Ilasil Flutan (PUHH) berbasis teknologi 

informasi yang dapat diakses oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 
Dinas Kehutajiati Provinsi, dan Dinas Kehutanan Kabu paten/ Kota 

Peningkatan produksi dan diversifikasi usaha hutan slam (hasil hutan kayo, bukan 
kayu, jasa lhngkungan, dan restorasi ekosistem) 

Penerbitan Ijin Usaha Pemanfataan Hasil Hutan Kayo Hutan Alam/Restorasi 
Ekosistem (IUP1-Il-IK-IIA/RE) pads areal bekas tebangan 

S. 	Penambahan luas areal pencadangan izin usalia pemanfaatan hutan tanaman 
Penainbahan steal tanaman pads hutan tanarnan 

Perubahan sistem dalam penatausahaan loran dan peredaran hasil hutan clari official 
assessment menjadi sell assessment agar meningkatkan hasil hutan kayu dan bukan 
kayu 

Dibukanya ekspor log terbatas 

(Somber: Nota Keuangan &APBN 2017) 

3) PNBP SDA Perikanan 

Dasar hukum PNBP Perikanan ada!ah PP No 75 Tahun 2015 tentang Tarif 
dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian 
Kelautan clan Perikanan. 

Jenis-Jenis PNBP SDA Perikanan: 

Pasal 1 PP No 75 tahun 2015 rnenyebutkan bahwa jenis Penerirnaan Negara 
Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan 
adalah penerirnaan dan: 

Direktorat jenderal Perikanan Tangkap 
Direktorat jenderal Perikanan Budidaya 
Direktorat jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan 
Perika nan 
Direktorat jencleral Pengelolaan Ruang Laut 
Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan 

1] Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pernberdayaan 
Masyarakat Kelautan dan Perikanan 

g) Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil 
Perikanan 

Berdasarkan Permen KP No. 38 Tahun 2015, pungutan perikanan 
adalah pungutan negara atas hak pcngusahaan dan/atau pemanfaatan 
sumber daya ikan yang harus dibayar kepada Pemerintah oleh setiap 
orang yang melakukan usaha penangkapan ikan dan/atau 
pengangkutan ikan. 
Pungutan perikanan yang dikenakan bagi perusahaan perikanan 
Indonesia terdiri dan: 
a) Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) 

PPP adalah pungutan negara yang dikenakan kepada setiap orang 
dalam rangka meniperoleh SIUP, SIKPI, atau SIPR sebagai imbalan 
atas kesempatan yang diberikan oleh Pernerintah Indonesia untuk 
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ii) Jasa Tambat dan Labuh untuk Kapal Berukuran sampai dengan 
30 GT 

•• Pungutan perikanan yang dikenakan bagi perusahaan perikanan asing 
adalah Pungutan Perikanan Asing (PPA) 

PPA dikenakan pada saat perusahaan perikanan asing Indonesia 
rnernperoleh dan atau memperpanjang Surat Penangkapan Ikan (SPI). 
PPA dikenakan terhadap perusahaan perikanan asing yang 
menggunakan kapal penagkapikan dan rnendapatkan izin untuk 
beroperasi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. 

L PPA = tarif per Gross Tonnage (GT) x ukuran GT kapal yang digunakan 	
j 

Perkembangan PNBP SDA Perikanan adalah sebagai berikut: 

Gambar 9. PNBP SDA Perikanan 2009-2016 
(Milliar Rupiah) 

Target 	Reabsasl 

1000 
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100 

0 
2009 	2010 	2011 	2012 	2013 	2014 	2015 	2016 

Target 	150 	150 	150 	150 	250 	250 	578.8 	740 
Reatlsaal 	92 	92 	t03.8 215.767 229.351 216,4 	79,271 	362,1 

Sumber LKPP tahun 2009-2016, Nota Keuangan dan RAPBN TA. 2018 

Berdasarkan gambar tersebut diatas, realisasi PNBP SDA Perikanan yang 
mampu rnelampaui target hanya tahun 2011 dan 2012, Dan sejak tahun 
2015, gap antara target dan realisasi semakin lebar. Pada tahun 2015, 
realisasi PNBP SDA Perikanan yaltu sebesar Rp 79,3 miliar masili jauh dati 
targetnya yaitu Rp 578,8 miliar. Untuk realiasi pada tahun 2016 hanya 
mencapal 48,9 % yaitu sebesar Rp 362,1 miliar dari targetnya sebesar Rp 
740 miliar. 

/ 
APBNP 
2017 

950 
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rencana pemeliharaan sumber daya Panas Burni untuk kegiatan 
pengusahaari 
rencana izin pernanfaatan jasa lingkungan Panas Bumi, jika 
terdapat rencana penggunaan kawasan hutan konservasi 
rencana keselarnatan dan kesehatan kerja 
rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
rencana pasca pengusahaan Panas Bumi. 

Eksploitasi 
Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan pada wilayah kerja tertentu yang 
meliputi pengeboran surnur pengembangan dan sumur reinjeksi, 
penibangunan fasilitas lapangan dan penunjangnya, serta operasi 
produksi panas bumi. Pemegang IPB wajib melakukan eksploitasi 
sesuai dengan studi kelayakan yang sudah mendapat persetujuan 
Menteri. Apabila terjadi perubahan kapasitas dan/atau teknologi 
pernbangkitan tenaga listrik pada jangka waktu eksploitasi tersebut, 
pemegang IPB harus menyampaikan perubahan studi kelayakan untuk 
mendapat persetujuan dari Menteri. 

Pemanfaatan 
Dalarn hal pemanfaatan, pemegang IPB dapat memanfaatkan tenaga 
listnik yang dihasilkan clari wilayah kerja dengan cal -a nielakukan kerja 
sama dengan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik 
terintegrasi setelah pemegang IPB nierniliki izin usaha penyediaan 
tenaga listrik, menjual listrik yang dihasilkan dari wilayah kerja kepada 
badan usaha lain atau masyarakat setelah pemegang IPB merniliki izin 
usaha penyediaan tenaga listrik, dan/atau menggunakan tenaga listrik 
yang dihasilkan untuk keperluan sendiri atau nienjual kelebihan tenaga 
Iistriknya setelah pernegang IPB memiliki izin operasi berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 
ketenagalistrikan. 

Jangka Waktu Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi dan Perpanjangan 
[PB 

Sebagaimana telah diatur dalam PP No. 7 Tahun 2017, jangka waktu untuk 
kegiatan pengusahaan panas burni dan perpanjangan IPB dijelaskan 
sebagai berikut. 

Eksplorasi memiliki jangka waktu paling larna S (lima) tahun sejak IPB 
diterbitkan dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali masing-
masing selarna 1 (satu) tahun, dengan prosedur penpanjangan 
eksplorasi harus cliajukan secara tentulis kepada Menteri paling lambat 
3 (tiga) bulan sebelurn berakhirnya jangka waktu eksplorasi dengan 
memperhatikan persyaratan teknis dan kcuangan yang berlaku. 
Eksploitasi dan pernanfaatan memiliki jangka waktu paling lania 30 
(tiga puluh) tahun sejak studi kelayakan disetujui oleh Menteri. 
IPB meniiliki jangka waktu paling lama 37 (tiga puluh tujuh) tahun. 
Menteni dapat memberikan perpanjangan IPB untuk jangka waktu 
paling lania 20 (dua puluh) tahun setiap kali perpanjangan. IPB dapat 
mengajukan perpanjangan paling cepat 5 (lima) tahun dan paling 
lambat 3 (tiga) tahun sebelurn IPB berakhir. Menteri memberikan 
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Perkembangan PNBP Panas Bumi adalah sebagai berikut: 

Gambar 10. PNBP SDA Panas Bumi 
(MOlar Rupiah) 
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Suniber: LRPP tahun 2009-2016 & Nota Keuangan dan RAPBN T.A. 2018 

b. BAGIAN LABA BUMN 

BUMN memberikan kontribusi dalarn perekonomian nasional sehingga BUMN yang 
ada perlu dioptimalkan demi terwujudnya kesejahteraan dan kernakmuran rakyat 
Indonesia. Menurut Undang-Undang No 19 tahun 2003, Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar rnodalnya dimiliki 
oleh negara melalui pernyertaan secara langsung, dan berasal dari kekayaan negara 
yang dipisahkan. Jurnlah B1JMN per 1 Januani 2016 tercatat sebanyak 118 BUMN, 
meskipun saat mi sedang diwacakanan mengenal peranipingan (right sizing) 
menjadi 85 BUMN. Dalarn pelaksanaan kegiatannya, BUMN ada yang untung dan 
ada yang rugi. BUMN yang rugi disajikan pada gambar berikut: 

Gambar 11. Perkembangan BUMN Rugi Tahun 2010-2016 
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Gambar 13. Sepuluh B(JMN Penyumbang Deviden Terhesar Tahun 2016 

(mOlar rupiah) 
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Pernerintah telah menetapkan target penerimaan atas laba BUMN dalam APBN 
2017 sebesar Rp 41 triliun. Penentuan target laba BIJMN tersebut memperhatikan 
tingkat laba perusahaan serta kenlampuan pendanaan perusahaan, terutama 
tingkat solvabilitas berdasarkan rasio-rasio keuangan seperti Debt to Equity Ratio 
(DER) Capita/Adequacy Ratio (CAR), Asset to Liability Ratio, Risk Based Capital (RBC) 
dan Gearing Ratio. Selain itu, hal yang perlu diperhatikan juga adalah keniampuan 
BUMN dalam mendanai investasi yang menguntungkan. Hal mi dimaksudkan untuk 
menjaga keberlangsungan usaha agar tidak nienurunkan nilai pasar BUMN listed 
serta tidak melanggar regulasi atau perjanjian yang mengikat BUMN. Pendapatan 
bagian laba BUMN dalam jangka menengah dipengaruhi oleh kebijakan pernermntah 
untuk rneningkatkan kernandirian BUMN dalam rangka mendukung prograni 
prioritas Pemerintah (Nawacita). Untuk itu, pemerintah perlu menerapkan 
kebijakan pay out ratio yang tepat demi mendukung penguatan permodalan BUMN. 

Keuntungan dan kerugian BUMN akan berdampak pada kontribusi dividen dan 
pajak BUMN dalam APBN. Perkembangan jumlah dividen dan pajak dail tahun 2008 
sarnpai dengan tahun 2013 mengalarni peningkatan. Kontribusi pajak BIJMN 
meningkat dari tahun 2009 sarnpai tahun 2011, tetapi tahun 2012 dan 2013 justru 
rnengalanii penurunan. Sementara itu, dividen menurun pada tahun 2011 lalu 
rneningkat pada tahun 2012 dan 2013. 
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Dibandingkan realisasi tahun 2015, capaian mi rneningkat sebesar 18,77 persen. 
Pendapatan BLU yang melebihi target APBN-P 2016 tersebut terutama disebabkan 
oleh adanya penyesuaian tarif layanan pada beberapa BLU, dan BLU yang baru 
ditetapkan pada tahun 2016, serta kinerja pendapatan BLU yang semakin membaik. 

d. PNBP LAINNYA 

Dalam struktur APBN, PNBP lainnya terdiri atas penerimaan yang bersumber dan: 

Penclapatan struktur dari pengelolaan barang milik negara (BMN) serta 
pendapatan dari penjualan. 
Pendapatan jasa. 
Pendapatan bunga. 
Pendapatan kejaksaan dan peradilan. 
Pendapatan pendidikan. 
Pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi. 
Pendapatan iuran dan denda. 
Pendapatan lain-lain. 

Suniber utama PNBP lainnya berasal dari pendapatan pemerintah yang diperoleh 
dari jasa pelayanan yang diberikan K/L kepada masyarakat sesual tugas pokok dan 
fungsinya dalam rangka pengaturan, pelayanan dan pengawasan yang bertujuan 
untuk meningkatkan pelayanan publik. Kementerian/Lembaga yang berkontribusi 
besar dalam menyurnbang PNBP di tahun 2015 dan 2016 antara lain: 

I4..epuIuh Beii </1. I' flyLInhang PNI3I' lOt 
Kementerian/Lembaga LKPP 2015 APBNP APBN 

2016 2017 

Keinenterian Kornunikasi dan Informatika 4.659,9 ii .000.0 1 1 .000,0 

Kerneiiftiian Porhubungan 3.795,4 8.866,5 9.582,9 

Kepolisian Republik Indonesia 3.776,8 6.198,2 7.469,0 

Kementerian Hukuni dan HAM 4.228,6 3.605,5 2.875,4 

Kementerian Pertahanan 352,6 3.557,3 4.778,0 

Kernenterian Ristek dan PendidikanTinggi 1.759,0 2.986,8 3.110,0 

Kenienterian Agraria dan Tata Ruang/BPN 2.099,5 2.304,3 2.309,3 

Kementerian Agama 1.222,2 1.653,9 NA 

Kementerian Ketenagakerjaan 1.258,1 685,0 NA 

KemenLerian Kesehatan 717,8 527,3 NA 

Sumber: NuLt Keuangan 

Kernenterian Informasi dan Kornunikasi (Kominfo) ditargetkan memberikan 
kontribusi pendapatan negara bukan pajak (PNBP) terbesar pada tahun anggaran 
2017. Dalam APBN 2017, PNBP dari Kominfo ditargetkan sebesar Rp 14 triliun sama 
dengan target APBN-P 2016. Lalu, Kementerian Perhubungan ditargetkan sebesar 
Rp 9,58 triliun, naik 8,1 persen dari target APBN-P 2016. Sedangkan di urutan 
ketiga, Kepolisian Repubhik indonesia (Poiri) dengan nilai Rp 8,5 tuihiun naik 37 
persen dari target APBNP 2016. 
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II. HIBAH 

Menurut UU APBN 2017, penerimaan hibah adalah semua penerirnaan negara baik 
dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, jasa dan/atau surat 
berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang 
tidak mengikat, balk yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. 

Berdasarkan jenisnya, hibah dibagi rnenjadi dua jenis yaitu hibah yang direncanakan 
dan hibah yang tidak direncanakan. l-Iibah yang direncanakan adalah hibah yang 
di!aksanakan melalui mekanisme perencanaan, sehingga hibah ml dicatat 
penerimaannya dalam APBN. Sedangkan hibah yang tidak direncanakan adalah hihah 
yang dibenikan langsung oleh donor kepada excuting agency (K/L yang menerima hibah 
tanpa melalui kas umum negara). Biasanya hibah langsung adalah hibah yang diberikan 
dalam bentuk barang/jasa atau bukan uang tunal (non cash). 

Berdasarkan bentuknya, hibah dibedakan men jadi: 

Hibah dalam bentuk uang tunai di mana uang tersebut disetor langsung ke 
rekening kas umum negara (RKUN) atau rekening lain yang ditentukan oleh 
menteri sebagai bagian dari penerimaan APBN. 
Hibah dalam bentuk uang, tetapi uang tersebut digunakan langsung untuk 
rnembiayai suatu kegiatan. Dalam ha] itii, hibah tersebut tidak masuk melalui 
rekening kas negara melainkan melalul dana perwalian (trust fund). 
Hibah clalam bentuk non tunai, yaitu hibah yang diberikan dalam bentuk 
barang/jasa/surat berharga. Pemberian hibah ml sebagian besar dilakukan secara 
langsung oleh donor kepada K/L sehingga dicantumkan dalam proses 
penganggaran tetapi dicatat realisasinya. 

Berdasarkan sumbernya, hibah terdiri dari hibah yang berasal dari luar negeri dan 
hibah yang berasal dari dalam negeni. Untuk hibah dalam negeri berupa hibah yang 
ditenima dan (a) lembaga keuangan dalarn negeri; (b) lembaga non-keuangan dalam 
negeni; (c) pemerintah daei -ah; (d) perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan 
kegiatan di wilayah Republik Indonesia; (e) lembaga lainnya; dan (f) perorangan. 

Sedangkan untuk hibah yang berasal dari luar negeni, merupakan hibah yang diterima 
dan (a) negara asing; (b) lembaga di bawah PBB; (c) lembaga multilateral; (d) lernbaga 
keuangan asing; (e) lembaga non-keuangan asing; (f) lernbaga keuangan nasional yang 
berdomisili dan melakukan kegiatari usaha di luar wilayah Republik Indonesia dan (g) 
perorangan. 

Pelaporan Hibah 

Sejak TA 2009, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 
tentang Sistem Akuntansi Hibah, Penenimaan Hibah balk hibah melalui Bendahana 
Umum Negana maupun ke K/L, dilaporkan dalam laporan Realisasi Angganan BA 
999.02 (Hibah), bukan lagi oleh masing-masing K/L (sumber: LKPP 2009). Benikut 
adalah perkembangan Hibah dalam APBN: 
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B. LANJA NEGARA 

Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagal pengurang 
nilai kekayaan bersih. 
Belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas 
pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah. 
Anggaran belanja negara disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja 
Pemerintah (RKP), dan didukung oleh Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 
Negara/Lembaga (RKA-KL). 

I. PERU BAHAN FORMAT BELANJA PADA APBN 

Langkah reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara dimulai sejak 
diberlakukannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan negara, yaitu 
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang 
Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 
tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara. 

Salah satu hak yang diatur terkait dengan struktur belanja negara, tercermin pada pasal 
11 ayat (5) UU No 17 Th 2003, belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi dan 
jenis belanja. Perubahan struktur meliputi perubahan anggaran belanja negara yang 
sebelumnya terdiri dari anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan 
menjadi anggaran terpadu (unified budget). Anggaran belanja terpadu tersebut 
diwujudkan dalam bentuk penyatuan anggaran belanja rutin dengan anggaran belanja 
pembangunan dalam APBN yang selama mi dipisahkan, atau menjadi satu format 
anggaran belanja pemerintah pusat yang komprehensif. 

Tujuan perubahan format mi antara lain: 

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan belanja negara dengan 
meminimalisasi duplikasi rencana kerja dan penganggaran dalam belanja negara 
serta meningkatkan keterkaitan antara ke]uaran (output) dan hasil (outcome) 
yang dicapai dengan penganggaran organisasi. 
Menyesuaikan dengan klasifikasi yang digunakan secara internasional. 



Tahe l - 	Konveisi Belanja Neara Menurut I onisReIja  

Format Larna LSebeium 2005) Format Baru (saat mi) 
A. Pendapatan Negara dan Hibah A. Pendapatan Negara dan Hibah 

I. Penerimaan Dalarn Negeri I. Penerimaan Dalam Negeri 
1. Penerimaan Perpajakan 1. Penerimaan Perpajakan 
2. Penerirnaan Negara Bukan Pajak 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 

II. Penerirnaan l-Iibah  11. Penerimaan l-libah 
B. Belanja Negara B. Belanja Negara 

I. Be]anja Pemerintah Pusat 1. Belanja Pernerintah Pusat 
1. Pengeluaran rutin 1. Belanja pegawai 

a. Belanja pegawai 2. Belanja barang 
b. Belanja barang 3. Belanja modal 
c. Pembayaran bunga utang 4. Pembayaran bunga utang 

Subsidi S. Subsidi 
Pengeluaran rutin iainnnya 6. Belanja hibah 

2. Pengeluaran Pembangunan Bantuan sosial 
Belanja lain-lain 

II. Belanja Untuk Daerah 
1, Dana perimbangan 
2. Dana otonomi khusus dan 

penyesuaian 

11. Transfer ke Daerah dan Dana Desa 
Transfer ke Daerah 

1. Dana perimbangan 
Dana Transfer Umum 

Dana Bagi Hasil 
Dana Alokasi Umurn 

Dana Transfer Khusus 
Dana Alokasi Khusus Fisik 
Dana Alokasi Khusus Non Fisik 

2. Dana insentifdaerah 
3. Dana Keistimewaan DIY 
4. Dana Otonomi Khusus 

Dana Desa 
C. Keseimbangan Primer 	 I C. Keseimbangan Primer 

_P. 	Anggaran 	 D. Surplu/Defisit Anggaran 
E. Pembiayaan 	 EPemhiayaan 

Sumber: NK APBN 2005 
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Tabel 18. Perkembangan Anggaran Belanja Menurut Fungsi 
(dalam miliar rupiahj 8  

NO 	FUNGSI/SIJBF)JNGSI 
2010 

LOOP 

2011 

LKPP 
r 1012 	2013 	201.1 

LOOP 	I 	LKPP 	LKPP 
647679.1 	705,647.3 	77 	)I.5 

61.226,4 	87.5111.1 	SI 	1,) 

2015 

LKPF' 
2016 	2017 

LKPP 	APBN 

I 'I'LIJIYANAS UMUM 171557.6 100915.5 624.419,0 444,732,0 	347.438,0 

2 	016TAIIANAN 17.000,0 N1.12I, 105.907,3 48.069. 119.975,1 

.5 	50r131'!'IIlAN SAN KIIAMANAN 13.535,4 21,691,2 293196. 36.1211.4 34.056.5 52.941,3 111.323, 139.767,7 

4 	IIKONI)Ml 52,178.4 07,246.2 105.574.5 108.0U2.6 97.140,81 177.105,2 146.743,0 323.493,1 

5 	LINGIIUNGAN FIIDIJP  6.549,6 8.615,1 8.014, 10.5911,5 9.326,4 9874,0 0846, 11127,1 

6 	055LISIAIIAN DAN FASILITAS LIMUM 20.053.2 22.937.8J,.440.' 33,790.0 26244.3 16.981,1 20.119. 28.518,7 

7 	K6SI!Il(I'FAN 10.793,0 14.088,8 15,181,7 17.577,0 10.893,4 23.225,7 59.639, 60.777,6 

8 PASIWISATA DAN 8UDAYA .408,7 3.553,5 2.5)6.. 1.818,9 1,469.0 3 I66,3 4.787,0 3.343,7 

4 AGAMA 878,8 1,424.7 	3.ILI,7 3,872.8 4.1)111,9 5.097,59 5.771, 7.725,3 

10 PENDIDIKAN 90.8183 

	

97.854,0 	105.2075 

	

3906,4 	5.081,5 

1 14.964,1 

17.11)7,5 

122.697,0 

3.070,5 

143.638,7 

20067.0! 

132.165, 

121.1120.0 

143.064,7 

157.841,7 11 l'E81.INI)1INGANSOSIAL 3.341,6 

TothI 696.495,1 	821384,2 	1.010,238,7 1.137.086,1 1.203.604,9118iZZ4.8) 1,154.014,8, 1,343,873.5 

Sumber: LKPP 2010-2016, dan NK RAPBN 2018 (Bagian APBN 2017 merupakan outlook) 

3. BELANJA PEMERINTAH MENURUT JENIS 

Sebelum tahun 2005, belanja pemerintah pusat menurut jenis (Klasifikasi Ekonomi) 
dibagi menjadi 2 bagian besar, yaltu belanja rutin (be]anja pegawai, belanja barang, 
pembayaran bunga utang, belanja subsidi, dan belanja lain-lain) dan belanja 
pembangunan (pembiayaan proyek dan pembiayaan program). Setelah tahun 2005 
dilakukan perubahan bentuk belanja pemcrintah pusat yaitu dengan tidak 
memisahkan antara belanja rutin dan belanja pembangunan. Rincian belanja 
Pemerintah Pusat menurut jenis, dalam format yang baru diperluas menjadi 8 jenis. 
Kedelapan jenis belanja dalam penganggaran belanja Pemerintah Pusat tersebut, 
terdiri dan: (1) belanja pegawai; (2) belanja barang; (3) belanja modal; (4) pemhayaran 
bunga utang; (5) subsidi; (6) belanja hibah; (7) bantuan sosial; dan (8) belanja lain-lain. 
Selanjutnya, rincian belanja negara juga berubah dari pendekatan sektor, subsektor, 
program dan kegiatan/proyek menjadi pendekatari berdasarkan fungsi, subfungsi, 
program dan kegiatan. 

Belanja Pegawai 
Belanja Pegawai adalah pembayaran kompensasi terhadap penyelenggara negara, 
haik dalani bentuk uang ataupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturarl 
perundang-undangan yang harus dibayarkan kepada aparatur negara yang 
bertugas di dalam maupun di luar riegeni, balk sebagal pejabat negara maupun 
pegawai negeni sipil sebagai inibalan atas pekerjaan atau pelaksanaan tugasnya 
kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Secara garis besar, 
belanja pegawai terdiri dan 1) gaji dan tunjangan, 2) honorarium,vakasi,len'ibur, 
dan lain-lain dan 3) kontribusi sosial. 

"Bagian /IPBN 2017 rnerupakan Outlook APBN 2017 pad 3 RAI'BN 20111 
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iii. Kontribusi sosial 
Kontribusi sosial dibayarkan pemerintah untuk kepentingan pegawai, 
pensiunan, serta veteran nontuvet yang sifatnya sosial dan menarnbah 
kesejahteraan, seperti pernbayaran pensiun melalui PT.Taspen dan asuransi 
kesehatan nielalui BPJS Kesehatan, untuk pegawai aktif maupun pegawai yang 
sudah non-aktif. Faktor-faktor yang meinpengaruhi perhitungan kontribusi 
sosial antara lain: jumlah peserta jaminan sosial, kebijakan jaminan sosial dan 
tingkat inflasi. 

b. Belanja Barang 

Belanja Barang ada]ah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa 
yang habis pakai untuk mernproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun 
tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau 
dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial dan belanja 
per jalanan. 

Sesuai dengan gambar 17, belanja barang terbagi atas 2 bagian besar, yaitu Belanja 
Barang 1<ementerian Leinbaga dan Belanja Barang non-Kementerian Lembaga. 

VOF 	
j 

un(uk 
nkat 
cx) 

nh UDKM 

r.l.w, dun j 
rH 

Berikut rincian penjelasan kiasifikasi Belanja Barang Kementerian Lembaga dan 
Relanja Barang Non-Kementerian Lembaga: 

Belanja Barang Operasional 
Belanja Barang Opei'asional neru pakan penibelian barang dan/atau jasa yang 
habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan clasar 
suatu satuan kerja dan urnurnnya pelayanan yang bersifat internal. Jenis 
Belanja Barang Operasional antara lain: Belanja keperluan perkantoran, 
belanja pengadaan bahan niakanan, belanja bahan, belanja pengirirnan surat 
dinas, dan lain-lain, 

Gambai 17. Klasilikasi Belanja Barang 

8.1. Barang 
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Somber: Buku Dasar-Dasar Praktek Penyusunan APBN Di Indonesia (2014) 
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iii. Belanja Modal 

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam 
rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya 9  yang 
memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan 
minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan Pemerintah. 

Gambar 18 Klasifikasi Belanja Modal 

Bel, Modal 
53 
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Sumber: Buku Dasar-Dasar Praktek Penyusunan APBN Di Indonesia (2014) 

Sesuai dengan Gambar 18, belanja modal terbagi menjadi 6 jenis yaitu: 

Belanja Modal Tanah : Seluruh pengeluaran untuk pengadaan/ 
pembelian/ pembebasan/ penyelesaian, balik nama, pengosongan, 
penimbunan, perataan, penlatangan tanah, pembuatan sertifikat tanah 
serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif 
sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat 
pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap 
digunakan/dipakai. 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin: Pengeluaran untuk pengadaan 
peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara 
lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya 
langsung lainnya untuk memperoleh dan inempersiapkan sampai 
peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. 
Belanja Modal Gedung dan Bangunan: Pengeluaran untuk memperoleh 
gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan 
bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, 
termasuk biaya pengurusan lzin Mendirikan Bangunan, notaries, dan 
pajak (kontraktual). Dalam belanja mi termasuk biaya untuk perencanaan 
dan pengawasan yang terkait dengan perolehan gedung dan bangunan. 

karakteristik aet tetap adalah berwujud, akan menambah aset pemerintah, melnpunyai nasa manfaat Iebih dari 1 tahun, 

dan nilainya rslatif material. Sedankan ciri-ciri aset Iainnya adalah tidak berwujud, akan menambah aset pemerintah, 

nsempunyai nasa manfaat lehih dari 1 tahun, dan nilainya relatif material. 
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binga pinjarnan dengan tingkat bungafloating, (4) Yield penerbitan dan kupon, 
(5) Nilai tukar (kurs) pada SBN, (6) Perubahan komposisi penerbitan SBN, dan 

(7) Country Risk. 

Tahel 22. Pembayaran 8unga Utang, 2010- 2017 
(dalam trilun rupiah)'° 

NO Urajan 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
LKPP LKPP -LKPP  v 

Ilelanja pernbayaran bunga utang DN-jangka 

Belanja perntiayarao buttga utang LN-jangka 
Panjang 

546 57,2 60.8 81 94,2 119,1 140,7 na 

2 26.2 25,5 28.9 14,3 14,6 14,1 15,0 na 

3 Belanja pernbayaran i 	balan SBSN DN 2.8 4,8 6.3 819  113 16.3 21.8 n.a 

4 4ejetnbayarasirnbthnSBSN LN 05 05 05 10 05 0,0 05 

S Belanja pembayaran discount StiR ON 2,1 3.2 1.5 5.7 6.1 5.5 4,5 na 

3 Belanja penibayaran discount SIJN LN 0,? 0,4 0.4 0,0 0.0 0,0 0.0 na 

Belanja pembayaran loss on flood 

Redemption atas pembelian kembalt obligast 
0,7 0.3 0,2 0,7 0,3 0.1 0,0 n.a 

3 'ppj1jpembayarao inthalan S8SN ON 0.0 0.1 0.9 1.2 2 10 _8 _2 na 

tlelanja peinboyaran denda (inabalan bunga 

pajak) 
1,3 1,2 0,6 0,4 0,0 0,0 0.0 n.a 

LI Belanja Pembayaran Discount SON Syariah 1 	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 5 na 

11 Ilelanja pembayaran biaya peneriniaan Inbah 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 

~0,

.0 a 

Total  88,4 93,3 100,5 113,0 133,4 156,0 ,8 218,1 

Sumber: LKPP 2010-2016, dan N}( RAPBN 2018 

Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasiorial kegiatan sehari-hari 
suatu satuan kerja dan bukan untuk dijual. Alokasi anggaran belanja modal 
bersama-sama dengan anggaran belanja barang, akan digunakan untuk 
mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan yang dilakukan 
oleh K/L, terutama untuk pembangunan infrastruktur. 

v. Subsidi 

Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga 
yang mernproduksi, menjuaL rnengekspor, atau mengimpor barang dan jasa 
untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga 
jualnya dapat terjangkau oleh masyarakat. Selain dianggap mampu berfungsi 
sebagai alat peningkatan daya beli masyarakat subsidi juga dapat 
meminimalisasikan ketimpangan akan akses barang dan jasa. 

Beberapa landasan pokok dalain penerapan subsidi antara lain: 

Suatu bantuan yang bei -manfaat yang diberikan oleh pernerintah kepada 
kelompok-kelompok atau individu-individu yang biasanya dalam bentuk 
cash payment atau potongan pajak. 
Diberikan dengan maksud untuk mengurangi beberapa beban dan fokus 
pada keuntungan atau manfaat bagi masyarakat. 
Subsidi didapat dari pajak jadi, uang pajak yang dipungut oleb pemerintah 
akan kembali lagi ke tangan masyarakat melalui pemberian subsidi. 

Dari penjelasan diatas, terlihat bahwa subsidi menjadi sebuah alat pemerintah 
dalam melakukan distribusi pendapatan masyanakat. 

10 Raglan APBN 2017 merupakan Outlook APBN 2017 pada RAPBN 2010 
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Subsidi inenciptakan alokasi sumber daya yang tidak efisien. 
Karena konsumen membayar barang dan jasa pada harga yang lebih 

VDJ rendah daripada harga pasar maka ada kecenderungan konsumen tidak 
hemat clalam mengkunsumsi barang yang disubsidi. Karena harga yang 
disubsidi lebih rendah daripada biaya kesempatan (opportunity cost) 
maka terjadi pemborosan dalam penggunaan suinber daya untuk 
mernproduksi barang yang disubsidi. 
Subsidi menyebabkan distorsi harga. 
Menurut Basri, subsidi yang tidak transparan dan tidak well-targeted akan 
mengakibatkan: 13 

Subsidi besar yang digunakan untuk program populis cenderung 
rnenciptakan distorsi barii dalam perekonomian. 
Subsidi menciptakan suatu inefisiensi. 
Subsidi tidak dinikmati oleh mereka yang berhak. 

Jenis Subsidi 

Dalam APBN, subsidi terbagi menjadi subsidi energi dan subsidi non Energi. 

1) Subsidi Energi 
Subsidi energi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada 
perusahaan/lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan bahan 
bakar minyak jenis tertentu (bahan bakar minyak dan bahan bahan bakar 
nabati), Liquified Petroleuiii Gas (LPG) tabung 3 kilogram dan tenaga 
listrik sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat. 
a) Subsidi BBM, LPG dan BBN 

Subsidi BBM diberikan dengan tujuan untuk mengendalikan harga jual 
BBM yang merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat di 
dalam negeri, sehingga dapat terjangkau oleh daya bell masyarakat 
terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Hal mi disebabkan 
harga pasar (keekonomian) BBM dalam negeri sangat dipengaruhi 
oleh perkenibangan berbagai faktor eksternal, antara lain harga 
minyak mentah di pasar dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar 
Arnerika Serikat. 

Ganibar 20. Perkembangan Subsiffi Energi Tahun 2010-2017 

(dalam triliun rupiah) 16  
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penurunan sebesar Rp151,1 triliun atau turun rata-rata 34,1 
persen per tahun. Selain peniadaan subsidi BRM jenis premium, 
penurunan subsidi juga dilakukan untuk BBM jenis solar dan LPG 
3 1Kg. 

3) Tahun 2017 terjadi kenaikan subsidi BBM jenis tertentu dan LPG 
pada Outlook APBN 2017 sebesar Rp12.158,2 Milyar. 
Sebelumnya pada APBN 2017 ditetapkan bahwa subsidi BBM 
jenis tertenti dan LPG sebesar Rp32.330,6, kernudian naik 
menjadi Rp44.488,8 Milyar pada Outlook APBN 2017. Kenaikan 
besaran subsidi mi disebabkan o]eh kenaikan volume dan harga 
LPG 3 Kg yang ditanggung pemerintah. 

Tabel 24. Volume BBM Bersubsidi Tahun 2010-2016 lluta Kiloliterl 
Uraian 1 	2010 20111 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Premium 23 24,51 28,2 29,3 29,4 0 0 0 
Minyak Tanah 2,4 1,71 1,2 1,1 0,9 0,9 0,7 0,7 
Solar 12,8 14,1 15,6 15,9 15,7 17,1 15,5 16 

[Lotal 38,2 40,3 45 46,3 46 18 16,2 16,7 
Sumber: Nota Keuangan APBN 2010-2016 dan Nota Keuangan RAPBN 2018 

b) Subsidi Listrik 

Subsidi listrik dialokasikan karena rata rata Harga Jual Tenaga Listrik 
(HTJL)nya lebih rendah dari biaya pokok penyediaan(BPP) tenaga 
listrik pada tegangan di golongan tarif tertentu. Subsidi listrik 
diberikan denagan tujuan 1) agar harga jual listrik dapat terjangkau 
oleh pelanggan dengan golongan tariftertentu, 2) untuk mendukung 
ketersediaan listrik bagi industri, kornersial, dan pelayanan 
masyarakat, dan 3)dih2rapkan dapat menjamin program investasi dan 
rehabilitasi sarana/prasarana dalarn penyediaan tenaga listrik. 
Peningkatan atau penurunan besaran subsidi listrik dipengaruhi oleh: 
perkembangan nilai tukar i'upiah terhadap dolar Arnerika Serikat, 
harga minyak mentah Indonesia (ICP), kebijakan tarif tenaga listrik 
(TTL), dan parameter perhitungan subsidi listrik (margin usaha,susut 
jaringan,,growth sciles,energy salesgolongan tarif yang disubsidi. 

Garnbar 21. Perkembangan Subsidi Listrik, Tahun 2010201711 
(dalam triliun rupiah) 

Sumber: LKPP 2010- 2016, dan NK RAPBN 2018 

Bagian APBN 2017 inerupakan Oatlook Al'BN 2017 path ItAPBN 2018 
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yaitu sehesar US$ 97,9 per barrel. Namun pada tahuri 2015, harga minyak 
clunia merosot sangat tajam pada posisi US$ 4871 per barrel clan masih 
rnengaiami penurunan hingga US$ 43,19 per barrel pada tahun 2016. Kundisi 

ni menjadi suatu momentum hagi pemerintah urttuk melakukan pengalihan 

subsidi energi untuk sektorsektor yang lebih produktif dengan menerapkan 
harga keekonomian sesuai dengan harga minyak dunis untuk BBM jenis 

prelni U 01. 

S. Tahun 2015, harga BBM Jenis premium menggunakan harga 
keekonomian 
Sejak tanggal 1 Januari 2015, RBM jenis premium ticlak lagi disubsidi oleli 

penierintali, sehingga barge 8DM jenis premium menggunakan harga 
keelconomian. Berdasarkan APBN-P 2015, subsidi 8DM sebesar Rp186 triliun 

clialihkan untuk sektor-sektor yang chili produktifyaitu: 1 )Penambahan dana 
perlindungan sosial sebesar Rp14.3 triliurm untuk Kartu Keluarga Sejahtera dan 

Program Neluarga Flarapan,2 )Menambah dana perlindungan kesehatan 
sebesar Rp422 miller untuk tanihahan Kartu Indonesia Seliat dan Rp2,2 triliun 

untuk penamiihaliami Easilitas,sarana,prasarana u ntuk RS rujukan 
nasionaL3)Untuk Dana Desa Rpl 1.7 triliun,4)Rp3,3 triliun untuk 

pengembangan armada perbatasami,sistem informasi dan logistik 
kelautan,5)Rp6,4 triliun untuk sektor pendidikan,antara lain digunakan untulc 

tambahan 10 juta siswa lienerima Kartu Indonesia Pintam' (KIP) sehingga 
menjadi 19,2 juts siswa penerimna RlP,6)16,9 iriliun untuk sektor pertanian, 

antara lain untuk peningkatan produksi pangan melalui pembangunan 
irigasi,alat dan mesin pertanian,pupuk dan benih unggul,7) Untuk sektor 

perumahan m -akyat dan pekerjaan umum, Rp8,4 trilmun untuk 

irigasi,waduk,pcngcn(ialian banjir. Rp9,1 triliun untu k pengern bangan air 
ml ntmm, pemiyehata ii Ii ngkungan, pengc'mnbangan pemn uki ma mi, Rp l 0 tril IUfl 

infrastruktur jalall damm wilayah perbatasan, clan Rp5,75 triliun pemnbangunan 

jalan tol,8)Untuk sektor perhubungan,Rpl 1,9 trill en pembangunan herhagai 
jenis kapal, fasilitas pelabuhan dan sistern inforniasi dan 9) Peningkatan Dana 
Alokasi Khusus untuk membantu daerah, yaitu Rp9,3 triliun untuk 
infrastruktur irigasi, Rp4 triliun untuk pertinian, Rp5 triliun untuk 

pemhangunan jalan dan Rp 1,4 triliun untuk peningkatan pelayanan rultikan 
kesehatan(ras dan Ir) 

2) Subsidi Non Energi 

Subsidi non energi adalah alokasi anggaran yang disalurkan melalui 
perusahaan/lembaga yang memproduksi dan/atau menjual barang 
dan/jasa tertentu yang ditetapkan oleh Pemei'intah selain produk energi 
(BBM jenis tertentu, BBN, LPG tabung 3 kg, LGV, dan tenaga listrik), 
sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat berpendapatan 
rendah. Subsidi non energi terdiri dan: subsidi pangan, subsidi pupuk, 
subsidi benih, subsidi Public Service Obligation (PSO), subsidi bunga 

kredit program dan subsidi pajak ditanggung pemerintah (DTP). 
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Sumber: LKPPTA 2010-2016 dan NK RAPBN TA 2018 

Perkembangan realisasi anggaran subsidi pangan dipengaruhi oleh 
beberapa parameter, antara lain: (1) jumlah RTS penerima rastra; (2) 
harga tebus rastra; (3) kuantum rastra yang diberikan per RTS per 
bulan; (4) durasi penyaluran rastra; (5) harga pembelian beras (HPB) 
oleh Perum Bulog; dan (6) Inpres terkait HPP gabah/beras (Inpres 
terbaru yaitu Inpres Nomor 5 Tahun 2015 tanggal 17 Maret 2015). 

b) Subsidi Pupuk 

Beban subsidi pupuk timbul sebagai konsekuensi dari adanya 
kebijakan pemerintah clalam rangka penyediaan pupuk bagi petani 
dengan harga jual pupuk yang lebih rendah dari harga pasar. Pupuk 
bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya 
mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang 
dilaksanakan atas dasar progarn pemerintah. Pemberian pupuk 
bersubsidi oleh pemerintah bertujuan untuk membantu 
meringankan beban para petani dalani pengadaan pupuk untuk lahan 
pertanian, selain itu hasil pertanian tersebut dapat bermanfaat bagi 
kebutuhan pangan nasional clan memperkuat ketahanan pangan 
nasional. 

Tujuan kebijakan pemberian subsidi pupuk, antara lain: 
I) Melindungi petani clari dampak lonjakan harga pupuk. 

Mendukung upaya peningkatan pendapatan usaha tani. 
Mencegah penurunan penggunaan pupuk dan efisiensi 
peniupukan. 
Mencegah penurunan kapasitas produksi pertanian rakyat. 
Mendukung upaya pemantapan ketahanan pangan. 
Mendukung terpeliharanya stabilitas sosial politik. 

Permasalahan kekurangan ketersediaan pupuk maupun kelangkaan 
pupuk bersubsidi yang terjadi dibeberapa daerah dikarenakan 
alokasi yang tersedia pada umumnya lebih rendah dari kebutuhan 
dan juga keterbatasan kemampuan produksi pupuk dalam negeri 
juga berpengaruh terhadap kelancaran dalam penyediaan pupuk. 

Perubahan anggaran subsidi pupuk berkaitan dengan, 
Perubahan harga pokok produksi (l-IPP) 
Alokasi anggaran untuk kurang bayar subsidi pupuk tahun 
sebelumnya 
Semakin besarnya subsidi harga pupuk (selisih antara HPP 
dengan harga eceran tertinggi/HET). 
Volume pupuk bersubsidi 
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Subsidi Benih 

Subsidi benih timbul dari selisih antara harga benih dengan harga 
eceran tertinggi benih yang harus dibayar oleh Pemerintah atas 
penjualan benih bersubsidi. Subsidi benih adalah subsidi untuk 
pengadaan benih unggul padi inbrida, padi hibrida, dan kedelai yang 
bertujuan supaya petani bisa mendapatkan benih berkualitas dengan 
harga terjangkau. Kebijakan subsidi benih diharapkan dapat 
mendukung peningkatan produksi pertanian. Subsidi ini disalurkan 
melalui perusahaan negara penyedia benih, yaitu PT Sang Hyang Sen 
(Persero) dan PT Pertani (Persero). 

Gambar 25.Perkembangan Subsidi Benih Tahun 2010-2017 
(triliun rupiah) 
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Subsidi Public Service Ob!igation(PSO) 

Public Service Obligation (PSO) adalah biaya yang harus dikeluarkan 
oleh negara akibat dispan!tas/perbedaan harga pokok penjualan 
BUMN/swasta dengan harga atas produk/jasa tertentLi yang 
ditetapkan o]eh Pernerintah agar pelayanan produk/jasa tetap 
terjamin dan terjangkau oleh sebagian besar masyarakat (publik). 
Peniberian subsidi PSO ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan 
umum di bidang transportasi dan penyediaan layanan informasi 
publik. 

Apabila penugasan tersebut menurut kajian secara finansial tidak 
fisibel, pemerintah harus memberikan kompensasi atas sernua biaya 
yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut termasuk margin yang 

diharapkan. 32  Hal mi berarti BUMN wajib menyisihkan sebagian 
pendapatannya untuk membiayai penugasan PSO. Jadi biaya 
penugasan PSO berasal dani subsidi silang (cross-subsidy) unit usaha 
BUMN yang rnenguntungkan atau subsidi pemerintah. Terdapat 
intervensi politik dalam penetapan harga. 
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Gambar 27. Perkembangan Subsidi Bunga Kredit Program, Tahun 2010-2017 
(triliun rupiah) 
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lenis Kredit Program 

1) Program Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) 

Saat ml pemerintah telah meneruskan kebijakan pemberian 
subsidi bunga kredit program, dalam bentuk subsidi bunga 
kredit untuk program ketahanan pangan dan energi (KF(P-E). 
Kebijakan tersebut dilakukan dalam rangka menunjang upaya 
peningkatan ketahanan pangan dan mendukung program 
diversifikasi erlergi. 

KKP-E adalah kredit investasi dan atau modal kerja yang 
diberikan oleh Bank Pelaksana kepada petani/peternak melalui 
kelompok tani atau koperasi. Pola penyalurannya executing, 
sumber dana 100 persen dari perbankan dan resiko ditanggung 
oleh perbankan. 

Penyelenggaraan KKP-E bertujuan untuk meningkatkan 
ketahanan pangan nasional dan mendukung program 
pengembangan tanaman bahan baku bahan bakar nabati,dan 
membantu petani/peternak dibidang permodalan untuk dapat 
menerapkan teknologi rekomendasi sehingga produktivitas dan 
pendapatan petani menjadi lebih baik. 

Bidang usaha yang dibiayai oleh KPP-E meliputi: 
Padi, jagung, kedelai, ubi jalar, tebu, ubi kayu, kacang tanah, 
so rgu m. 
Hortikultura (cabe, bawang merah, jahe, kentang dan 
pisang), pengadaan pangan (gabah, jagung, kedelai). 
Peternakan sapi potong, sapi perah, pembibitan sapi, ayam 
ras petelur, ayam ras pedaging,ayam buras, itik dan burung 
puyuh, pengkapan 

L?J 



Fasilitasi kredit program KUR terfokus pada usaha budidaya dan 
belum banyak menyentuh aspek hulu dan bLur sektor pertanian, 
serta dengan plafon kredit yang masih relatif kecil, untuk 
mendukung pertumbuhan sektor nil. 

Permasalahan yang dihadapi dalam penya]uran KUR meliputi: 
Kurangnya sosialiasi kepada masyarakat. 
Suku bunga KUR masih dirasakan cukup tinggi. 
Keterlanibatan pembayaran klairn dari Lembaga Penjamin 
Kesulitan mencari debitur yang sesuai dengan kriteria dan 
persyaratan. 

S. Terdapat beberapa ketentuan KUR yang bertentangan. 
iii) Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi 

Perkebunan (KPEN-RP) 

KPEN-RP adalah kredit yang diberikan dalan] rangka 
mendukung pelaksanaan Program Pengenibangan Tanaman 
Bahan Baku Bahan Bakar Nabati dan Program Revitalisasi 
Perkebunan. Petani yang dapat memperoleh KPEN-RP mi 
ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang dikuasakan 
dengan mitra usaha meliputi perusahaan besar swasta, Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), 
yang bergerak di bidang perkebunan dan telah mernenuhi izin 
usaha perkebunan ([UP) dan/atau izin usaha industni maupun 
koperasi yang berbadan hukum dan bergerak di bidang 
perkebunan. Usaha yang dibiayai meliputi perluasan, 
rehabilitasi, dan peremajaan tanaman kelapa sawit, karet dan 
kakao. 

Tidak jauh berbeda dengan kinerja KKP-E dan KUR, penyaluran 
KPEN-RP mi juga belurn menunjukan kinerja yang baik. Salah 
satunya bisa dhlihat dari jumlah bank pelaksana yang telah 
berkomitman untuk menyalurkan kredit program ini. Dari 16 
bank yang berkomitmen, hanya lima bank yang telah 
merealisasikan penyaluran KPEN-RP hingga akhir 2009, yaitu PT 
Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Bank Mandiri Tbk 
(Mandiri), Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Barat 
(Surnbar), BPI) Sumat(ra lJtara (Sumut), dan UP!) Sumatera 
Selatan (Sumsel). 

Dalam pelaksanaan 	KPEN-RP 	Lei'cLipat perniasalahan- 
penmasalahan yang tenjadi, yaitu: 

1. Adanya isu-isu negatif tentang perkebunan kelapa sawit 
yang dianggap dapat merusak lingkungan sehingga 
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2. Pembayaran subsidi 6 bulan sekali memberatkan bagi Bank 
Pelaksana, sehingga ada usulan untuk pembayaran subsidi 
dilaksanakan 3 bulan sekali. 

v) Skema Subsidi Resi Cudang (S-SRG) 

Menurut 	Peraturan 	Menteri 	Keuangan 	Nomor 
171/PMK.05/2009, Skema Subsidi Resi Gudang (S-SRG) adalah 
kredit yang mendapat subsidi bunga dari Pemerintah dengan 
jamiann resi gudang yang diberikan oleh bank 
pelaksana/lembaga keuangan non bank kepada petani, 
kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan koperasi. Subsidi 
mi bertujuan untuk memfasilitasi penggunanya untuk 
mempero!eh pernbiayaan dari bank pelaksana/LKNB dengan 
nienianfaatkan ]esi gudang sebagai jaminan/agunan guna 
menjaga kesinanibungan procluksi pertanian. 

Pemerintah memberikan subsidi bunga S-SRG sebesar selisih 
tingkat bunga S-SRG dengan beban bunga peserta S-SRG. Tingkat 
bunga S-SRG ditetapkan sebesar tingkat bunga pasar yang 
berlaku dengan ketentuan paling tinggi sebesar suku bunga 
penjaminan simpanan pada Bank Umurn yang ditetapkan oleh 
Lembaga Penjamin Simpanan ditambah 5%. Beban bunga 
kepada Peserta S-SRG ditetapkan sebesar 6%. 

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-
Dag/Per/6/2007, jenis komoditi yang dapat disimpan di gudang 
dalam penyelenggaraan sistem resi gudang meliputi gabah, 
beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, dan runiput laut. 

f) Subsidi Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) 

Selain berbagai jenis subsidi tersebut, pemerintah juga 
mengalokasikan anggaran subsidi pajak untuk mendukung program 
stabilisasi harga kebutuhan pokok dan perkembangan industri 
nasional yang strategis. Subsidi pajak tersebut bertujuan untuk 
memberikan insentif atas pengembangan sektor panas bumi serta 
untuk nienarik niinat investor asing atas obligasi pemerintah. 

Bentuk subsidi DIP antara lain, 
1) 	PPh DIP atas komoditas panas bumi. 
ii) PPh DTP atas bunga, irnbal hash, dan penghasilan pihak ketiga 

atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan 
dan/atau pembelian kembali/penukaran SBN di pasar 
internasional, tetapi tidak termasuk jasa konsultan hukum 
lokal. 

81 



Gambar 29. Perkembangan Belanja Hibah Tahun 2010-2017 
(tritiun rupiah) 
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Peningkatan realisasi Program Pengelolaan Hibah Negara sampai dengan 
tahun 2015 terjadi karena, 

Kemajuan dari kegiatan-kegiatan yang bersumber dari pinjaman/hibah 
luar negeri yang diterushibahkan, seperti kegiatan mass rapid 
transit/MRT di Pemda DKI) 
Realisasi hibah kepada daerah, yang bersumber dari penerimaan dalam 
negeri untuk Program Hibah Air Minum Nasional (Nationwide Water 
Hibah Program/NWHP) sebesar RpO,3 triliun dan rehabilitasi dan 
Rekonstruksi Pasca Bencana sebesar Rpl,5 triliun. 
Konferensi Asia Afrika ke 60 (penyelesaian untuk Kota Bandung) sebesar 
Rp8,6 miliar. 
Realisasi hibah yang diberikan kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing 
sebesar Rp43,6 miliar. 

vii. Bantuan Sosial 

Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diherikan kepada 
masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risko sosial, dan 
ditunjukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya 
tidak terus menerus dan selektif. Bantuan Sosial dapat langsung diberikan 
kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan, termasuk 
didalamnya bantuan untuk lembaga non-Pemerintah bidang pendidikan dan 
keagamaan, atau kepada invidu, kelompok atau komunitas, yang secara 
ekonomi masih lemah (miskin). 

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang 
belanja bantuan sosial pada kementrian negara/lembaga, bantuan sosial 
dialokasikan pada DIPA Kementrian Negara/Lembaga yang berdasarkan 
peraturan perundang-undangan memiliki tugas dan fungsi untuk 
melaksanakan program perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, Jamman sosial, 
pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan pelayanan dasar, dan 
penanggulangan bencana. 



6) Program penanggulangan bencana 
Program mi merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan 
kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan 
pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Program mi 
berujuan untuk mengurangi risiko bencana, melindungi masyarakat dan 
dampak bencana, menjamin pemenuhan hak masyarakat pengungsi yang 
terkena bencana, serta pemulihan kondisi dari dampak bencana. 

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nornor 228/PMK.05/20 16 tentang 
belanja bantuan sosial pada kernentrian negara/lembaga, bantuan sosial 
dialokasikan pada DIPA Kementrian Negara/Lembaga yang berdasarkan 
peraturan perundang-undangan meniiliki tugas dan fungsi untuk 
melaksanakan program perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, jamman sosial, 
pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan pelayanan dasar, dan 
penanggulangan bencana. 

Gambar 30. Perkernbangan Belanja Bantuan Sosial Tahun 2010-2017 
(triliun rupiah) 
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viii. Belanja Lain-Lain 

Eelanja Lain-lain adalah semua belanja Pemerintah pusat yang dialokasikan 
untuk menibiayai keperluan lembaga yang belum mempunyai kode bagian 
anggaran, kepenluan yang bersifat ad-hoc (tidak terus menerus), kewajiban 
Pemerintah berupa kontribusi atau iuran kepada lembaga internasional yang 
i:elum ditampung dalam bagian anggaran kementerian negara/lembaga, dana 
cadangan risiko fiskal serta mengantisipasi kebutuhan mendesak dalarn 
rangka penyelenggaraan pemenintahan. 

Belanja lain-Lain memiliki beberapa fungsi, yaitu 

Antisipasi perubahan asumsi dasar ekononii makro melalui penyediaan 
dana cadangan risiko fiskal. 
Penyediaan biaya operasional lembaga yang belum mernpunyai kode 
bagian anggaran (BA) sendiri 

'S 
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III. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 

Perubahan cedua lJndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada 
pasal 18 clan pasal 18A yang antara lain nienganianatkan pemerintah daerah propinsi, 
kabupaten, dan kota rnengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut 
asas otonoini dan tugas pembantuan serta mengamanatkan hubungan kewenangan, 
keuangan, pelayanan urnum, pernanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lain 
antar level penierintahan diatur dengan undang-undang. Perubahan inilah yang 
melatarbe1kangi munculnya pos transfer ke daerah dalarn postur APBN sejak tahun 
2001, sebagaimana diatur dalarn UU Nornor 25 tahun 1999 tentang Pernerintahan 
Daerah dan UIJ Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan 
Daerah, yang selanjutnya direvisi terakhir kali dengan Uli Nornor 23 tahun 2014 
tentang Pernerintahan Daerah 17  dan IJU Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

Menurut Pasal 285 ayat (2) UU Nornor 23 tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah, 
dana yang bersumber dart Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di 
transfer ke daerah meliputi dana perinibangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Urnum 
dan Dana Alokasi Khusus), dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa 18 . 

1. Arah Kebijakan Transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun 2010-2017 

Transfer ke Daerah adalah bagian dari Belanja Negara dalarn rangka rnendanai 
pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana penimbangan, dana otonomi khusus, 
dana k€istirnewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan dana transfer lainnya. 

Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi 
Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 
pelaksanaan pembangunan, pernbinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 
masyarakat. 

Kebijakan transfer ke daerah menupakan konsekuensi dart pelimpahan 
kewenangan kepada pernenintahan daerah sebagaimana diarnatkan oleh UUD NRI 
1945 dan UU Pemerintahan Daerah. Kebijakan mi ditujukan untuk mernenuhi 
kebutuhan pendanaan urusan pemenmntahan di daerah. Akan tetapi, selain 
memperhatikan kebutuhan pendanaan urusan pemerintahan di daerah, kebijakan 
tersebut juga rnernpertirnbangkan kemampuan keuangan negara dan tujuan yang 
hendak dicapai dalani setiap tahun anggaran berdasarkan program/kegiatan yang 
telah ditetapkan sebagai prioritas dalam pembangu nan nasional. 

'7 IJIJ Nnrnor23 tahun 2014tentang Pe,ner,ntahan Daerah sebagirn -ana diubah terakhirkali dengan Wi Nomnr9 Tahun 2015 
tentang Perubah in Kedua alas 111J Nu,nr 23 Tahun 2014 tentang penierintahan daerah. 

18  'erubahan aturan ini beriniplikasi pada perubahan nomenklatur transfer ke daerah dalam postur API3N. Sebeluni 2014, 
noincnklaturnya 'transfer ke daerah', dan sejak 2015 nienjadi "transfer ke daerah dan dana desa 

Sebelum tahur anggalan 2035, arah kehijakanny-a l,anya kebijakan transfer ke daerah. 
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Tabel 25. Arab Kebijakn Transfer Me Daerah Tahun 2010-2017 

- pp 

ilili 
lii 

!! 
.1 

! 

! 

IitiIiiI_ Jill _iJIItI jii 
jjfl jflj: JI! 1111 II' 1111 III iii 

!iIi1I huil!'J ill  
ill t! iI1 

Fj'F".iTTiIT Iii i11 

1 lii' 
.R. 

Iii' I' H' H' If! r I jIII' 
1ili Ill' ill' I' Ii' I!' 1111 1111 
Ii t I Ii!' It ii' P1. Ii' '1111 

11 Ii 

. - mr-. 



('anihar 32. Ruang Iingkup Transfer Re Daerah dan Dana Desa 'l'ahun 2015-20 17 21  

1. 	Transfer Re Daerah 1. 	Tr,nafer Re Daerah 
A 	Dana Pet'iuil7angan A 	Dana Perhnbangau 

I 	Dana Bagi Hasi I 	Dana Transfer Unnun 	'ttrrui 
Gra Fw'post' 	nt _ 

2 	Dana Alokasi Uintu Dana Bagi Hasil 
3 	Dana A1oksi Khnsus b 	Daiia Alokasi Utinun 

a. DAK Reguler 
b. OAK TaLlihilla 

~x OAK Afinna 
DAK P3K2  

c. OAK Usulan 0 
disetujui DPR 

B 	Dana Otonoini Khust ç 2 	Dana Transfer thusus (Specific 

C 	Dana Keistiinewaan DX' 
G,'ant 

DAK Fisik 
DAK Reguler (10 Bidang) 

N: 

DAK 1ii&asnukiiPubIik 

D Dana Transfer Lainnv\ 

Daerah 
3. OAK A firmasi 

b 	OAK Non Fisik 
Tunjangan Profes Guru\\SL  I. Dana BOS 
SOS . Dana BOP PAUD 
Tans '  . 	TPG PNSD 
Dana P2D2.._ - 	4. Dana Tamsil Guni PNSD 

5, Dana Insentif 0 e - , S. Dana P2D2  
Dana BOK 
Dana PK2 13KM dan 

7DDat ia hisentifDaerah 
Ketenakerjaaii 

a Otononsi Khusus dan Dana 
Keistiniewaan DIV 

II 	Dana Desa II 	Dana Desa 
Suinber: Kementerian Keuangan 

Tabel 27. Perkembangan Dana Transfer Re Daerah dan Dana Desa 2010 , 2015 22  
(nti)iar rupiah) 

URAIAtI 
2010 

I 	LKPP 

2011 	1 	2012 	2013 

LKPP 	LKPP 	LKPP 

2014 	2015 

LKPP 	LKPP 
I. DANA PERIMBANGAN 310.711,4 347.246,2 411,293,1'430,354,7 477.052,7 485.818,4 
A. DANA BAG! HASIL(DB(() 92.183,6 96.909,0 111.537,2 88.463,1 103.938,9 78.053,3 

1. Pajak 47.017,8 42.933,9 48.936,9 46.006,5 41.937,5 35.771,2 

Pajak ('enghasi(an 10.931,5 13.2373 19.3783 19.091,5 21.021,7 13.975,5 

Pajak Bumi dan Bangunan 27.108,4 28.288,2 27.597,0 24.763,5 18.694,2 19.037,8 

B('HTB 7.775,9 0,1) 238,8 () ,0 0 1 0 0,0 
L'ukai 1.202,1 1.408,4 1.722,8 2.151,5 2.221,6 2.757,9 

2. lumber Daya Alam 45.165,8 53.975,1 62.600,3 42.456,6 62.001,3 42282,0 
Minyak dan Gas Bum! 35.196,4 37.306,3 47.3975 29.330,0 42,909,6 20.022,0 

l'ertamhangan Umutn 7,790.4 14.498,2 12.860,9 11.636,7 16.425,9 20.093,4 

Kehutanan 1.753,1 1.512,5 1.535,9 889,1 2,008,4 1.234,3 

Perikanan 120,0 138,1 179,8 149,8 190,4 355,2 
('erlambailgas ('atlas 8umi 305,9 520.0 626,3 451,0 467,1 576,8 

3. Suspen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 1 0 
B. DSNAALOKASI UMUM (DAD) 203.571,5 225.533,7 273.814,4 311.1393 341.2193 352,887,8 

C. D'INAALOKASI KHUSUS 20.916,3 24.803,5 21.941,5 30.752,4 31.894,4 54.877,2 

Ill. LANA OTONOMI I{HUSUS DAN PENYESUAIAN 28.016,3 64.078,6 69.352,0 82.905,7 96.650,3 116.554,9: 
DSNA OTONOMI KHUSUS 9.099,6 10.121,4 11.952,6 13.445,6 16.148,8 17.1 15,5 

C. DANA PENYESUAIAN 18.916,7 53.657,2 57.399,4 69.460,1 80.082,4 98.891,9 

IJ4NA KEISTIMEWAAN Dl. YOGYAKARTA 0.0 0,0 0,0 0,0 4(9.1 547.5: 

D. DANA TRANSE'I!R LAINNYA 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0! 
IV, LANA DOSA  0,0 0,0 0,0 0.0 0,0  20.766,2 

OTAL'IRANSPERKEDAF.RAH  344.727,7 411.324,8 480.645,1 513.260,4 573.703,0 602.373,3 

Suniber: Nota Keuangan 2010-2016 

21 Pc'rubahan riang (ingkup transfer he daerah sejak 2016. 
22 Tahun 2015, nomenklatur "dana pcnyesuaiao" beruhah nienjadi "dana transfer Iainnya" 
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akurasi c..ata rnelalui koordinasi dengan institusi pengelola penerimaan negara 
bukan pajak (PNBP); (iii) Menyempurnakan proses penghitungan dan penetapan 
alokasi DBL-1 secara lebih transparan dan akuntabel; (iv) Menyempurnakan sisteni 
penyaluran DBH tepat waktu dan tepat jum!ah; dan (v) Menjaga kesinambungan 
sistem penyaluran tepat waktu dan tepat jurnlah melalui mekanisme rekonsiliasi 
data antara Penierintah Pusat dan daerah penghasil; (vi) Penyelesaian kurang 
bayar DBI-I SDA dan DBH Pajak; (vii) Memperbaiki pola penyaluran dengan 
mempertimbangkan kas negara dan kas daerah. 

Dan padE tahun 2015-2017, arah kebijakan DBI-1 antara lain ditujukan untuk: (1) 
Menetapkan perkiraan alokasi DBH Paja]< secara tepat waktu sesuai dengan 
rencana penerimaan berdasarkan potensi daerah penghasil sebagai dasar 
penyaluran; (ii) Menyernpurnakan sistem penganggaran dan pelaksaan atas PNBP 
yang dibgihasilkan ke daerah; (iii) Menetapkan alokasi DBH SDA secra tepat 
waktu dan jumlah sesuai dengan rencana penerimaan berdasarkan potensi daerah 
penghasi.; (iv) Mendorong peningkatan optirnalisasi dan efektivitas penggunaan 
DBH SDA, khususnya DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi yang menjadi 
kewenangan provinsi dan sisa DBI-I SDA Dana Reboisasi yang menjadi kewenangan 
kabupaten/kota; (v) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 
DBH SDA; (vi) Mengalokasikan DBH SDA Kehutanan yang berasa] dari Dana 
Reboisas. dari sernula ke kabupaten/kota penghasil menjadi ke provinsi penghasil, 
sejalan dengan pengalihan kewenangan dibidang kehutanan sebagairnana diatur 
dalani UIJ No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda. 
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4. Kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) 

Dana Alokasi urnurn (DAD) adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN 
yang :lialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah 
untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 
Besaran DAD Nasional sangat tergantung dari besaran pendapatan dalam negeri 
(PDN) neto dalam APBN dan besaran persentase yang ditetapkan terhadap PDN 
neto ersebut. Sesuai UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pernerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PDN neto adalah penerimaan 
negara yang berasal dari pajak dan bukan pajak setelah dikurangi dengan 
penerirnaan negara yang dihagihasilkan kepada daerah. lindang-undang tersebut 
juga rnengamanatkan bahwa jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-
kurarignya 26 persen dari PDN neto yang ditetapkan dalam APBN. 

Dalam kurun waktu tahun 2010-2014, arah kebijakan DAD antara lain ditujukan 
untuk: (i) Meningkatkan pernerataan alokasi dana antardaerah, dan mengatasi 
ketimpangan kernampuan keuangan antardaerah rnelalui peningkatkan akurasi 
data Jasar perhitungan DAU; (ii) Meningkatkan fungsi DAD sebagai alat untuk 
meminirnalkan ketimpangan liskal antar daerah; (iii) Mendukung fungsi DAU 
sebagai alat pemerataan keniarnpuan keuangan antardaerah; (iv) Meningkatkan 
akurasi data dasar perhitungan DAD yang bersuniber dari lembaga/instansi yang 
berwenang; (v) Mendukung fungsi DAD sebagai alat pemerataan kemampuan 
kcuangan antardaerah dan mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah 
(horizontal imbalances). 

Dan pada tahun 2015-2017, arah kebijakan DAU antara lain ditujukan untuk: (i) 
Besaran pagu DAD nasional lebih besar dan 27% sampal dengan 28% dari PDN 
neto yang ditetapkan dalam APBN, sesuai dengan ketentuan perunclang-undangan; 
(ii) F'enerapan PDN neto yang dikurangi dengan penerimaan negara yang 
dibagihasilkan kepada daerah; (iii) Menetapkan besaran DAU yang bersifat final 
(tidal.: mengalami perubahan), dalam hal terjadi perubahan APBN yang 
nienyebabkan PDN neto yang bertambah atau berkurang; (iv) Memperhitungkan 
dampak pengalihan kewenangan pendidikan SMA/SMK dan urusan Iainnya dan 
kabupaten/kota ke provinsi sesuai DO No. 23 Tahun 2014; (v) Menerapkan 
kebijakan alokasi DAD kabupaten/kota tahun 2017 tidak mengalami penurunan 
dibandingkan tahun 2016. 
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5. Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) 

Dana alokasi khusus (DAM) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang 
dialokasikan kepada daerah tertentu untuk niembantu mendanai kegiatan khusus 
yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemberian 
DAI< dirnaksudkan untuk membantu daerah tertentu dalam mendanai kebutuhan 
sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat dalam rangka mendorong 
percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional. 

Dalam kui'un waktu tahun 2010-2014, arab kebijakan DAM antara lain ditujukan 
untui: (i) Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana jalan, irigasi, 
air rninum dan sanitasi di kabupaten daet -ah tertinggal; (ii) Mendorong 
peningkatan produktivitas, perluasan kesempatan kerja, angkutan harang dan 
kebutuhan pokok, serta pembangunan perdesaan; (iii) Mendukung prioritas 
percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, serta penataan 
kelembagaan dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial; (iv) Mendukung 
prioritas penguatan perekonomian domestik yang berdaya saing, yang didukung 
oleh pembangunan pertanian, infrastruktur dan energy; (v) Mendukung 
penc3paian prioritas nasional, termasuk program-program prioritas nasional yang 
bersifat lintas sektor/kewilayahan; (vi) Membantu daerah dalam membiayai 
kegiatan tertentu dalam rangka pencapaian sasaran prioritas nasional; (vii) 
Mendukung upaya percepatan pelaksanaan kegiatan di daerah dalam rangka 
mewujudkan tercapainya output dan outcome yang diharapkan. 

Dan pada tahun 2015-2017, arah kebijakan DAM antara lain ditujukan untuk: (I) 
Membantu daerah-daerah yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah 
dalarn membiayai pelayanan public; (ii) Meningkatkan akurasi data teknis dan 
menajamkan indikator pengalokasian DAM; (iii) Mendukung penienuhan anggaran 
pendidikan dengan tetap menjaga lingkungan hiclup clan kehutanan; (iv) 
Memprioritaskan daerah tertinggal, daerah perbatasan dengan negara lain, serta 
daerah pesisir dan kepulauan; (v) Mempertajam fokus bidang/subbidang DAM 
Fisik untuk pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional; (vi) 
Memperkuat dasar hukum dan mempercepat penetapan petunjuk teknis/petunjuk 
pelaksanaan DAM, dan pemberlakuan petunjuk teknis minimal 3 tahun yang 
ditetapkan dalam Peraturan Presiden. 



label 12. Bidang Dana Alokasi Khusus Taboo 2010-2017 

Bidang DAK 

Pendidikan 

2010 	2011 	2012 

 'J 

2013 	2014 

' 	'I 
2015 

V 
2016 

V 
2017 

V 
Kesehatan V s 1 V V V 
lnfrastruktur Irigasi V V 
Infrastruktur Mr Minum dan Sanitasi V V 
Kelautan dan Perikanan V V V V V V V V 
Pertan an V V V V V V V 
Prasarusa Pernerintah Daerah V V V V V V V 
Lingkungan Ilidup V V V V V V V 
Keluarga Berencana V V V V V V V V 
Kehutanan V V V V V V V 
arani dan Prasarana Perdesaan V V 

Perdagangan  V V V V V V V 
nfrastruktur Jalan V V V V V V 
ufrastruktur Irigasi V V V V V 
nfrastruktur Air Minum V V V V V V 
nfrastruktur Sanitasi V V V V V V 

Listrik Perdesaan V V 
Peruirahan dan l'ernukirnan V V V V V V V 
Keselamatun Transportasi Darat V V V V 
Transportasi Perdesaan V V V V V V 
arana dan Prasarana Kawasan Perbatasan V V V V 
arana dan Prasarana Daerah Tertinggal V V V 

Energ. Perdecaan V V V 
Kedaulatan Pangan V 
Energ: Skala Kecil V 
Industri Kecil & Menengah (1KM) V V 
Pariw.sata  

6. Kebijakan Dana Otonomi Khusus dan Keistimewaan NY 

Dana Otonomi KhUSLIS merupakan amanat dari UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang 
Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas IJU Nomor 21 
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua menjadi undang-undang 
dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam undang-undang 
tersebut dialokasikan Dana Otonomi Khusus sebesar 2 persen dari DALI nasional 
untuk Propinsi Papua dan Papua Barat, yang penggunaannya diutamakan untuk 
pendanaan pendidikan dan kesehatan. Kebijakan pembenian Dana Otonomi Khusus 
sebesar 2 persen dari DALI nasional tersebut juga berlaku untuk Propinsi NAD, yang 
penggunaannya diarahkan untuk mendanai peinbangunan dan pemeliharaan 
infrastruktur, pemberdayaan ekononii rakyat, pengentaskan kemiskinan, serta 
pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Di saniping itu, dalarn rangka 
pelaksanaan otonomi khusus kepada Propinsi Papua dan Propinsi Papua Barat juga 
dialokasikan dana tambahan untuk infrastruktur, yang besarannya disepakati 
antara Penierintah dengan DPR, yang penggunaannya diutamakan untuk 
pendanaan penibangunan infrastruktur. 

Sedangkan Dana Keistiniewaan DIY nierupakan amanat ainanat UU Nomor 13 tahun 
2012 tentang Keistirnewaan Daerah Instirnewa Yogyakarta. Dalarn liii tersebut 
disebutkan bahwa pemerintah menyediakan pendanaan dalam rangka 
penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY dalam APBN sesuai dengan kebutuhan 
DIY dan kemampuan keuangan negara. 



Untuk mndukung efektivitas DID dalam meningkatkan kinerja pengelolaan 
keuangan dan kesehatan fiskal daerah, kinerja pelayanan dasar, serta kinerja 
ekonomi dan kesejahteraan tersebut, dalam tahun 2016 dilakukan reformulasi 
kebijakan pengalokasian DID rnelalui tiga perubahan, yaitu: pertama, melakukan 
perubahan kriteria penilaian kinerja daerah. Semula pada tahun 2015 dan tahun-
tahun sebelumnya, penilaian terhadap daerah yang mendapatkan DID dilakukan 
melalui penentuan daerah dan perhitungan alokasi DID, dengan 
mempertimbangkan kriteria kinerja tertentu, yang terdiri atas kinerja utama, 
kinerja keuangan, kinerja pendidikan, kinerja ekonomi dan kesejahteraan, dan 
batas minimum kelulusan kinerja. Sementara itu, untuk tahun 2016, penilaian 
kinerja daerah dilakukan berdasarkan kriteria tertentu, yang terdiri atas kriteria 
utama, dan kriteria kinerja. Kriteria utama yaitu sekurang-kurangnya rnemperoleh 
opini WDP clari Badan Pemeniksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan 
Pemenintah Daerah serta menetapkan Perda APBD tepat waktu. Sedangkan kriteria 
kinerja adalah penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah yang dilihat dari tiga 
(3) aspek yaitu: (1) kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, (2) 
kinerja pelayanan dasar publik, dan (3) kinerja ekonomi dan kesejahteraan. 

Desain penilaian kinerja tersebut dihitung dan dituangkan dalam bentuk 
pemeringkatan kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah. Penyusunan 
desain pemeringkatan kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah antara 
lain dilal:ukan dengan menggunakan suatu tools yang dapat memantau dan 
niengevaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah. Dengan semakin besarnya 
dana yang di transfer oleh pemenintah pusat kepada pernerintah daerah serta 
besarnya diskresi pemerintah daerah dalam mengelola belanja APBD, pemantauan 
dan evaluasi menggunakan tools tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa 
dana-dana yang dikelola oleh pernerintah daerah digunakan untuk pelayanan dan 
peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

9. Kebijakan Dana Desa 

Kebijakan dana desa mulai diberlakukan sejak tahun 2015 atau dalam APBN 2015. 
Pembenlakuan mi merupakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa, yang mengharuskan alokasi dana desa sebesar 10 persen dari alokasi 
transfer ke daerah. Untuk tahun 2015, pengalokasian dana desa dilakukan melatul 
realokasi dana PNPM berbasis desa yang berasal dari belanja kenientenian 
negara/Iembaga 24. Alokasi dana desa tersebut diharapkan dapat membawa dampak 
langsung pada kesejahteraan masyarakat, terutama dalam memperkuat upaya 
Pemerintah dalam niendorong pertumbuhan ekonomi yang makin merata 28 . 

Harapan tersebut sesuai dengan "Filosofi Dana Desa", yakni meningkatkan 
kesejahteraan dan pembangunan clesa melalui peningkatan pelayanan publik di 
desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar 
desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan 26 . 

Prionitas Penggunaan Dana Desa 27  

Berdasaran Peraturan Pemenintah No. 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang 
bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan Desa dan dalam rangka 

Nota Kcuangan dan AI'13N 2015, hal 1-3. 
Ibid 
I'usat Kajian Angaran Badan Keahhan DI'R RI. (2017). Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalani APBN, Hal 148. 

17  bid, hal.150. 
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C. KESEIMBANGAN PRIMER 

Keseimbangan Primer aclalah selisth antara total pendapatan negara don 
hibali dkurangi belanja ne,qara tic/ak term cisukpembayoran bunga utang. - 

• lridikator keseimbangan primer (primary balance) menunjukkan surplus atau 
defisitAPEN tanpa pembayaran bunga utang. 

• Keseirnbarigan primer pada APBN adalah faktor likuiditas pemerintah dalam 
membayar utang. lika nilainya positif (surplus) maka bunga utang dibayar dan 
pendapatan, jika negatif (defisit) maka sebagian bunga utang dibayar tidak dan 
pendapatan, melainkan dari utang baru 

• Semakin besar surplus kesimbangan primer, niaka semakin baik kemampuan 
pemerintah untuk membiayai defIsit untuk membayar beban utang. 

1,h,.1 	l),,,Ih,,o.,,, l'.,,, 	Pri,,-', 	API1N 7(11(1-7017 (rriliiin riinih) 

2010 	2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
URAEAN 

LKPP 	LKPP LKPP LKPP LKPP LKPP LKPP APBNP 

Pendapatan Negara dan Hibah 995,27 1.210,6 1.338,1 1.438,9 1.550,5 1.508,0 1.555,9 1.736,0 

Belanja Negara 1.042,1 1.295,0 1491,4 1.650,6 1.777,2 1.806,5 1.864,2 2.133,3 

Pembayaran Bunga Utang 88,38 93,26 100,52 113,04 133,44 156,0 182,7 218,6 

Keseimbangan Pimer 41,53 8,86 (52,78) (98,63) (93,24) (142,48) (125,60) (178,70) 

Sumber: Data Po1ok LKPP 2016, API3NP 2017 

Gambar 33. Perkembangan Keseimbangan Primer pada APBN 2010-2017 (triliun rupiah) 
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Gambar 34. Target dan Realisasi Defisit 2010-2017 (triliun rupiah) 
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2010 	2011 	2012 	2013 	2014 	2015 	2016 	2017 

APIIN-P 	131,7 	150,8 	190,1 	224,2 	241,4 	222.5 	296,7 	397,2 

	

Reatisasi 46$ 	84.4 	153.3 	211,5 	226,7 	298,5 	308,3 

'IIPIIN-P 	Reaflsasi 

Sumber; LKPP, APBNP 2017 

Selain m&ampaui target, pada kedua tahun tersebut pertumbuhan mengalami 
pe]ebaran dan peningkatan cukup tajam dibandingkan lima tahun sebelumnya. 
Adapun pelebaran defisit anggaran dalani APBNP semenjak tahun 2015 hingga tahun 
2017 antara lain karena penurunan proyeksi pendapatan negara, khususnya 
penerirnaan perpajakan dari sektor migas dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 
suniber daya alam (SDA) migas yang disebabkan antara lain oleh penurunan harga 
minyak dan penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Sementara dari sisi belanja 
negara, F'ernenintah tetap berkornitmen untuk rnelanjutkan pembangunan 
infi'astruktur serta perbaikan iklim investasi dan tetap menjaga pemenuhan belanja 
yang dirnandatkan oleh peraturan perundang-undangan seperti anggaran pendidikan 
dan anggaran kesehatan. 

Gambar 35. Perkembangan Surplus/Defisit terhadap PDB 2010-2017 (%) 
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E.PEMBIAYAAN 

Pembiayaan yang dimaksud dalarn APBN adalah pembiayaan defisit anggaran, 
yang adalah semua jenis pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit 
anggaran negara dalam APBN. 

Dasar hukum pembiayaan defisit anggaran secara teknis diatur dalam PP No 23 
Tahun 2003 tentang pengendalian jumlah kumulatif defisit APBN dan jumlah 
kurnulatifpinjarnan pemerintah pusat dan daerah. 

Jika dilihat dari komponen pembiayaan secara bruto, struktur pernbiayaan terbagi ke 
dalarn komponen pengeluaran dan penerirnaan pembiayaan, baik yang berasal dan 
utang maupun non utang. Komponen pengeluaran pembiayaan utang mencakup Surat 
Berharga Negara (Neto) dan Pinjaman (Neto), baik dalam maupun luar negeri. 

Sementara itu, komponen pengeluaran pernbiayaan non utang mencakup Pembiayaan 
Investasi, Pemberian Pinjarnan, Kewajiban Penjarninan dan Pembiayaan Lainnya. 
Dengan adanya keperluan untuk pengeluaran pembiayaan, besaran kebutuhan 
peinbiayaan secara total menjadi Iebih besar dari pada kebutuhan defisit. Dalam 
periode tersebut, bagian terbesar pembiayaan dipenuhi melalui penerbitan SBN. 

Gambar 36. Perkembangan Defisit dan Pembiayaan 2010-2017 
(tn lh ti) ru piali) 
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Dalam kurun waktu tahun 2010 sarnpai dengan 2017, kemampuan pemerintah 
mengendalikan defisit anggaran relatifrnemuaskan. Tahun 2013 misalnya, detIsit 
APBN dijaga di level 2,33% PDB, sementara tahun 2014 stabil di level 2,25% PDB. 
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peningkatan kapasitas unit hubungan investor dan kelembagaan, peningkatan 
kualitas strategi komunikasi dengan investor dan kelembagaan, serta 
penyusunan basis data target investor (NX clan APBN 2017). 

Cambar 37. Bagan Swat nerharga Negara 

1. Obligasi NegaraT 1. Wholesale 

2. ObIlgasi Negara Ritel 
SUN 1 2. Surat Perbendaharaan 

Negara (SPN) 

Surat 

Berharga 

Negara 

Istawic Fixed Rate (IFR) 

Project Based Sukuk (PBS) 

SBSN 	 3. Sukuk Ritel 

(Sukuk Negara) 	 4 SUkUk Dana Haji Indonesia (5DB!) 
S. Surat Perbendaharean Negara 

Syauiah (SPNS) 
6, SukukValas 

Sumber: NK clan AI'BN 2017 

Sepanjang periode 2010-2015, penerbitan SBN (neto) mengalarni peningkatan 
yang cukup signifikan sebagaimana di sajikan dalarn tabel di bawah mi. Faktor-
faktor penting yang mempengaruhi peningkatan penerbitan SBN (neto) 
tersebut antara lain (a) naiknya kebutuhan pembiayaan anggaran untuk 
menutupi defisit; (b) adanya kebutuhan untuk memprioritaskan sumber 
pernbiayaan dornestik dalam mata uang rupiah dan mengurangi 
ketergantungan terhadap pinjarnan luar negeri; (c) kebutuhan fleksibilitas 
dalam pengelolaan portofolio dan risiko utang; dan (d) kebutuhan untuk 
pengembangan pasar keuangan dornestik. 

Gambar 38. Perkembangan Penerbitan SUN Neto Tahun 2010 -2017 
(triliun rupiah) 
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Target penerbitan SBN dipenuhi melalui dua instrumen yaitu SUN dan SBSN 
atau sukuk. lnstrunlen SUN yang ditei'bitkan terdiri atas Obligasi Negara (ON) 
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eJ SBSN yang diterbitkan berdasarkan Akad lainnya sepanjang tidak 
bertentangan dengan prinsip syariah; dan 

fJ SBSN yang diterbitkan berdasarkan kombinasi dari dua atau Iebih dan 
Akad sebagaimana dirnaksud pacla angka 1 sarnpai dengan 6. 

SBSN diterbitkan dengan tujuan untuk mernbiayai Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara termasuk rnernbiayai pembangunan proyek. 

1.2. Pinjaman (Neto) 

1.2.1. Pinjaman Dalam Negeri (Neto) 

Pinjaman dalam negeri adalah setiap pinjaman oleh Pernerintah yang 
diperoleh dari pembeni pinjaman dalam negeni yang harus dibayar kernbali 
dengan persyaratan tertentu, sesual dengan masa berlakunya. Dalam upaya 
mengurangi risiko nilai tukar yang melekat pada instrumen pinjarnan luar 
negeri serta mempertirnbangkan ketersediaan suniber dalarn negeri, 
Penierintah mengernbangkan instrurnen penibiayaan dari pinjaman yang 
bersumber dari dalam negeri. Seiring dengan telah dipenuhinya kerangka 
infrstruktur peraturan perundangan maupun peraturan operasional, 
pinjarnan dalarn negeri mulai digunakan sebagai instrumen pembiayaan pacla 
tahun 2010. 

PP Nomor 54 Tahun 2008 menjelaskan tentang Tata Cara Pengadaan dan 
Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pernerintah. Penggunaan pinjaman 
dalam negeni diutarnakan untuk pengadaan barang-barang yang diproduksi di 
dalam negeri, meningkatkan produktivitas industni strategis di dalarn negeri, 
dan niendorong percepatan pembangunan infrastruktur di dalani negeri. 
Sejuh mi dalarn realisasinya pinjaman dalarn negeri digunakan untuk 
mendukung penienuhan pembiayaan alutsista dan almatsus di Kementerian 
Per:ahanan dan Kepolisian Negara RI. 

Dalam APBN tahun 2017, penarikan pinjaman dalam negeri (bruto) 
direncanakan sebesar Rp2.500,0 miliar atau turun 32,6 persen jika 
dibandingkan dengan APBN P tahun 2016 sebesar Rp3.710,0 miliar. Penurunan 
mi dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan kemampuan penyerapan 
anggaran oleh Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara RI serta 
kernampuan industri pertahanan dalam negeri untuk memproduksi alutsista 
dan almatsus. 

Arah kebijakan pemanfaatan pinjarnan dalarn negeri tetap difokuskan untuk 
upaya pemherdayaan industri dalam negeri dan untuk membiayai kegiatan 
pada Kernenterian Pertahanan dan Kepolisian Negara RI. Penarikan pinjanian 
dalam negeri dilakukan dengan rnernpertimbangkan clan menclukung 
pengelolaan pinjarnan dalam negeri, antara lain: 

mengoptimalkan pemanfaatan pinjaman dalarn negeni 
rneningkatkan kualitas persiapan kegiatan dan pengadaan pinjaman dalam 
negeri, 
meningkatkan kinerja pernanfaatan pinjaman dalam negeri. (NK, 2017) 
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1.2.2.1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto) 

Penarikan pinjanian luar negeri (neto) dalam APBN tahiin 2017 
direncanakan sebesar negatif Rp16.788,9 miliar terdiri atas penarikan 
pinjaman luar negeri (bruto) sebesar Rp48.293,2 miliar dan 
pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri sebesar negatif 
Rp65.082,1 miliai'. Penarikan pinjaman luar negeri (neto) tersebut lebih 
rendali jika dibandingkan dengan target penarikan dalarn APBNP tahun 
2016 sebesar Rp3.306,7 miliar terutama disebabkan oleh penurunan 
rencana penarikan pinjaman luar negeri (bruto) baik dari pinjaman 
tunai maupun pinjaman kegiatan. 

Pinjaman Tunai 

Pinjaman tunai merupakan pinjaman luar negeri dalam bentuk 
devisa dan/atau yang diterima dalam bentuk rupiah yang 
digunakan untuk pembiayaan defisit APBN dan pengelolaan 
portofolio utang. Pada tahun 2017, pinjaman tunai yang 
direncanakan berupa pinjaman program, yaitu pinjaman program 
dengan basis kegiatan secara tidak langsung dan pinjaman 
program dengan basis kebijakan yang disepakati antara 
Penierintah dengan pembeni pinjaman. 

label 36. Posisi Pinjaman Berdasarkan Negara/Lembaga Mreditor 2012-2017 

(Miliar Rupiah) 
Instrumen 	 2012 1 	2013 1 	2014 	2015 	2016 	2017' 

Pinjaman 616.605,5 714440.9 677.557,3!  755.1 19,0 734.900,0 727.000.0J 
I 	l'injarnan Luar Ne0eri 614805.9 712.166,8 674.333,2!  751.038,0 729.700,0 721.800,0  
• 	 B,lateral 359.800.8_383.529,9 334.620,6j340.630,3 315.100,0 310.980,8 
- 	 Mul6I1eral 230,228,2288.293,0 292.330,6 3600403368.900,0 367.300,0 
- 	 Kornersial 	_________ 24.369,21 39.997,3 47.146,5 50.195. 45.600,0 42.700,0 

-- .S'upp)ierii 407,61 345.71 235.5] 172.4 100,0 900,0 
2 	Pin;anian t),,Iaio Negeri 1.799,6 2.274,1 3,224.11 4.001,0 5.1011,0 5,200.0 

Surat Berharga Begat-a 1.361.100.0 1.661.055,2 1.931.218,4 2.410.010,7 
650,916,5 

2,780.600,0 2.979.100,0 
729.100,0 I 	13e,,o,oir,asj Valas 264.91)0,0 399.400,2 456,611,6 780.200,)) 

2 	I3enoroinasi Rupiah 
JUMLAII 	---- 

1.096,2)10,1) 1.261,655,0 1.474.602,0 1.751.094.2 2.014.000,02.187400,0 
 1.977.705,5 2.375,496,1 2.608.775,7 3.165.129,8 3.515.500,01:1.706,500.0 

Sumber: LKPP 2016 & NM 2018; *Outlook  2017 

Penarikan pinjamari tunai dalam APBF'J tahun 2017 direncanakan 
sebesar USD1.0 miliar atau ekuivalen Rp13.300,0 muliar. Hal mi 
berarti turun 62,8 persen jika dibandingkan clengan target indikatif 
dalam APBNP tahun 2016 sehesar Rp35.775,0 miliar. Penurunan 
ini mempertimbangkan kesiapan dan kualitas program yang 
menjadi dasar penarikan pinjaman dan kuota pinjaman per negara 
(count!y limit) dari beberapa pemberi pinjaman utama, serta 
memberikan ruang bagi pengembangan pasar domestik melalui 
penerbitan SBN. Target indikatif penarikan pinjaman tunai tahun 
2017 terutama bersumber dari mitra pembangunan bilateral dan 
multilateral. 

Pinjaman Kegiatan 

Pinjaman kegiatan meliputi pinjaman luar negeni yang digunakan 
untuk pembiayaan kegiatan K/L, pembiayaan kegiatan 
BUMN/Pemda melalui mekanisme pinjaman yang 
diteruspinjarnkan, dan pembiayaan kegiatan Pemda mela!ui 
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proyek Coral Reef Rehabilitation and Management 
Program-Coral Triangle initiative (COREMAP-CTI) 

Coastal Community Development Project (CCDP) yang 
dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. 
Sernentara itu, pinjarnan kegiatan yang diterushibahkan 
digunakan untuk mendanal proyek Mass Rapid Transit 
(MRT) Jakarta yang dilaksanakan oleh Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta dan Water Resources and Irrigation 
Sector Management Project Phase 11 (WISMP 11) yang 
dilaksanakan oleh 115 pernerintah kabupaten/kota. 
Dalam rangka pengelolaan pinjaman luar negeri yang 
balk, Pemerintah menetapkan kebijakan pengelolaan 
pinjaman luar negeri sebagai berikut 

Dengan ber!akunya Feraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 
tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan 
Penerirnaan Hibah, Pernerintah memiliki alat kendall berupa 
rencana batas maksima] pinjaman luar negeri. Rencana batas 
maksimal disusun untuk periode 3-5 tahun dengan 
mempertimbangkan kebutuhan nil pem biayaan, kemampuan 
membayar kembali, batas maksimal kumulatif utang, kapasitas 
sumber pinjaman luar negeni, dan risiko utang. Dalam 
pelaksanaannya, batas maksimal pinjaman luar negeri dijadikan 
acuan dalam penyusunan rencana pemanfaatan pinjaman luar 
negeri dan sebagai referensi dalam pembahasan kemitraan 
strategis dengan mitra pembangunan (development partners). 

Gambar 40. Perkembangan Penarikan Pinjanian Luar Negeri Tahun 2012-2017 
(triliun rupiah) 
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Secara bruto, realisasi penarikan pinjaman luar negeri periode 
2012-2016 rata-rata mencapai 85,1 persen dari target penarikan 
dalam APBNP. Dalani APBNP tahun 2016, penarikan pinjalnan luar 
negeri (bruto) ditetapkan turun sebesar 13,0 persen dibandingkan 
dengan realisasi tahun 2015. 
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Tingginya penarikan pinjaman tunai dalam tahun 2015 dan 2016 
menjadi salah satu penyebah angka pinjaman luar negeri (neto) 
berubah dari negatif menjadi positif, yang berarti penarikan 
pinjarnan lebih besar dibandingkan dengan pembayaran cicilan 
pokoknya. Sementara itu, realisasi penarikan pirijaman kegiatan 
dalam beberapa tahun terakhir masih belum optimal, antara lain 
disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut: 

permasalahan dalam proses pengadaan barang dan jasa, 
kenda]a pada proses pembebasan lahan dan pemberian ijin 
pemanfaatan lahan, 
persiapan administrasi pada tahap awal proyek yang 
terkadang lebih panjang dari waktu yang ditetapkan, 
larnbatnya penerbitan No Objection Letter (NOL), dan 
permasalahan dalam pelaksanaan proyek khususnya proyek 
infrastruktur, misalnya kondisi geografis lokasi proyek. 

Namun dernikian, pinjaman kegiatan mampu mendukung 
pelaksanaan pembangunan di Indonesia antara lain melalui 
kegiatan pembangunan infrastuktur, pengembangan fasilitas 
pendidikan nasional, pengadaan alutsista dan almatsus, dan 
pelaksanaan kegiatan yang mendukung sektor pertanian, 
kehutanan, kelautan dan penikanan. Beberapa proyek pinjaman 
kegiatan yang telah berhasil diselesaikan dalam peniode 2012-
2015 antara lain: 

Decentralized Irrigation System Improvement Project in 
Eastern Region of Indonesia, 
Eastern indonesia Notional Road Improvement Project, 
Better Education Through Reformed Management and 
Universal Teacher Upgrading Project, dan 
Farmer Empowerment Through Agricultural Technology and 
Information Project. 

1.2.2.2. 	Pernbayaran Cicilan Pokok Pinjainan Luar Negeri 

Sebagal konsekuensi dari dilakukannya penarikan pinjaman luar 
negeri, Penienintah nielakukan pembayaran cicilan pokok 
pinjaman luar negeri. Dalam peniode 2012-2016, realisasi 
pernbayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri rata-rata 
mencapai 99,9 persen terhadap pagu APBNP. 

Perkembangan realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman luar 
negeri terutama dipengaruhi oleh perkembangan nilai tukar 
rupiah terhadap mata uang asing dan besaran pembayaran cicilan 
pokok pinjaman jatuh tempo. Pembayaran cicilan pokok pinjaman 
luar negeri ditujukan antara lain kepada jepang, World Bank, Asian 
Development Bank (ADB), Jerman, serta Inggris. Perkembangan 
realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman loan negeri dalam 
periode 2012 - 2016 disajikan dalam gambar 41. 
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II. PEMBIAYAAN INVESTASI 

Pembiayaan investasi terdiri dari investasi kepada BUMN, investasi kepada 
lembaga/bacan lainnya, investasi kepada BLU, investasi kepada Organisasi/LKI/Badan 
Usaha Internasional, dan penerimaan kembali investasi. Pembiayaan investasi dalam 
periode 2012-2017 cenderung berfluktuasi (gambar 42). 

Gambar42. Perkembangan Pembiayaan Investasi Pemer)ntah 2012-2017 
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Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa pembiayaan investasi selama periode 
2012 - 2017 cenderung berfluktuasi. Terjadi penurunan alokasi pembiayaan investasi 
pemerintah dari tahuri 2012 hingga 2014. Pemhiayaan Investasi barn mengalami 
peningkatan tajam pada tahun 2015 dan kembali mengalarni penurunan pada tahun 
2017. Penibiayaan investasi dialokasikan untuk mendukung kebijakan Pemerintah di 
berbagai sektor, seperti dukungan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, 
pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, dukungan pembangunan 
rumah untuk MBR, serta mendukung kebijakan program percepatan peningkatan 
kua]itas SDM Indonesia. Perkembangan pembiayaan investasi secara Iebih rinci selama 
periode 2012 -2017 disajikan dalam tabel di bawah mi. 

Tabel 37. Anggaran Penibiayaan Investas) Tahun 2012- 2017 

I iiiliai' rupiah) 

!Jratan 2012 2013 2014 2015 2016 
Outlook 

1. InVeslasi S 	Fa)ia  BUMS (7.600,0) (2.000,0) (3.000.0) (64.520.15) 150.430.0) (6.379.3) 
2.InvestasiKç.oda Lonibaga/Bndantainnya (5.582.0 (1.000.0) (7.120.3) 110.035.7) (3,200.0) 
3. Inventani Korada BLU (17.343,0) (0.335,8) (3.500.0) (5.856,3) (25.300,0) (48.200,0) 

Dana BergIir (7.043.4) (3.335,8) (3.500,0) (5.356,3) (4.300,0) (5.600,0) 
Dana Pengambangan Pendithkan Sas)onal (DPPN) (7.000,0) (5.000,0) (5.000.0) (00.500.0) 
Lembaga Manajernen Anet Begara (LMAF4) (1.500.0) (16.000,0) (32.100.0) 

Punat Tnvetasi Pen,nrintal, (PIP) (3.299,6) 

4. Inventani keada Organisasi/LKI/Badao Usaha 
InIernasloila (919.5) (907,1) (1.402,5) (276.5) (3.792,3) (2.003,9) 
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kehutuhan pembiayaan infrastruktur dengan memperkuat struktur permodalan 
BUMN, dan (4) peningkatan infrastruktur sistem transportasi nasional. 

2.2 Investasi Kepada Lembaga/Badan Lainnya 

Investasi kepada lembaga/badan lainnya dialokasikan untuk mencapai beberapa 
tujuan, antara lain (1) sebagai modal awal badan usaha selain BUMN, penyertaan modal 
Negara pada saham minoritas Pemerintah dan badan hukum/lembaga lainnya; (2) 
menambah modal badan hukum; dan (3) mendukung kebijakan Pemerintah di sektor 
tertentu, seperti keberlangsungan program dana jaminan sosial (DJS) Kesehatan 
melalul PMN kepada BPJS Kesehatan. 

Pada tahun 2013, dengan berakhirnya MasterA,qreernent kerja sama Proyek Asahan 
antara Pernerintah Indonesia dan investor jepang, Pemerintah berketetapan untuk 
tidak niemperpanjang kerjasama dengan pihak investor Jepang. Untuk itu Pemerintah 
merealisasikan penibiayaan investasi sebesar Rp4,6 triliun dalarn rangka 
pengambilalihan PT Inalum, ditambah dengan alokasi tahun 2012 mclalui PIP sebesar 
Rp2,0 triliun. 

Untuk tahun 2015 dan 2016, Pemerintah mengalokasikan investasi kepada BPJS 
Kesehatar. masing-masing sebesar Rp5,0 triliun dan Rp6,9 triliun. Alokasi tersebut 
ditujukan untuk menambah aset bersih yang diharapkan dapat digunakan untuk 
membiayai janlinan kesehatan sehingga kesinambungan program jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN) clapat terjaga. 

Selain itu pada tahun 2016 dan 2017 Pemerintah juga mengalokasikan investasi 
kepada LPEI sebesar Rp4,0 triliun dan Rp3,2 triliun yang digunakan untuk 
melaksanakan penugasan khusus dari Pemerintah melalui program National Interest 
Account (NIA) dan mendorong peningkatan pembiayaan ekspor nasional pada produk 
ekspor unggulan Pemerintah. Perkembangan investasi kepada Iembaga/ badan lainnya 
dapat dilihat pada gambar berikut. 

Gambar 44. Perkernbangan Investasi kepada Lembaga/Badan Lainnya 
(triliun rupiah) 
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Nilal investasi kepada lembaga/badan lainnya pada periode 2013-2017 cenderung 
berfluktuatif menyesuaikan dengan dukungan Pemerintah pada sektor tertentu serta 
jumlah kornitmen dan jadwal pembayaran pada masing-masing badan usaha. Investasi 
kepada Lembaga/Badan Lainnya dianggarkan sebesar Rp 6,8 Triliun terdiri dari PMN 
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2.3 Investasi Kepada Badan Layanan Umum 

Investasi Pernerintah secara reguler kepada Badan Layanan Umum (BLU) dialokasikan 
untuk mendukung kebijakan Pernerintah dalam berbagai sektor yang menjadi prioritas 
nasional. Namun dernikian, komponen dan rincian nilal investasi Pemerintah kepada 
BLU senantiasa berubah dan rnenyesuaikan dengan dukungan atas kebijakan 
Pemerintah pada periode tersebut. 

Investasi ?emerintah kepada BLU dalani periode tahun 2013-2017 terdiri atas alokasi 
untuk pembiayaan Dana Bergulir, Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN), 
Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), can Pusat Investasi Pemerintah (PIP). 
Perkembangan investasi kepada BLU tahun 2013-2017 disajikan dalam gambar 
berikut: 

Gambar 45. Perkembangan Investasi kepada BLU Tahun 2012- 2017 
(triliun rupiah) 
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Investasi kepada BLU sebesar Rp 34,7 Triliun terdiri dari BLU PPDPP sebesar Rp 9,7 
Triliun, BLU LPMUKP sebesar Rp 0,5 T, BLU LPDB KUMKM Rp 0,5 Tniliun, DPPN sebesar 
Rp 2,5 T, BLU LMAN RI)  20,0 T dan BLU PIP sebesar Rp 1,5 T. 

a. Dana Bergulir 

Dana Bergulir adalah dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan 
kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang 
bertujuan rneningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan Iainnya. 

Karaktenisitik Dana Bergulir sesuai dengan PMK Nornor 99 Tahun 2008 antara 
lain sebagai berikut: (1) merupakan bagian dari keuangan negara, (2) 
dicantunikan dalam APBN dan/atau laporan keuangan negara, (3) dimi]iki, 
dikuasai, dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna 
Anggaran (KPA), (4) disalurkan/dipinjamkan kepada masyarakat/kelonipok 
rnasyarakat, ditagih kembali dengan atau tanpa nilal tambah, dan digulirkan 
kembali kepada masyarakat/kelonipok masyarakat (revolving fund), (5) ditujukan 
untuk perkuatan modal koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya, 
dan (6) dapat ditarik kenibali pada suatu saat. 

a- 
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KUMKM sampai dengan semester pertama tahun 2017 mencapai sebesar 
Rp7,9 triliun kepada 1.024.051 UMKM, melalui 691 Mitra Koperasi Sekunder, 
1.903 Mitra Koperasi Primer Langsung, 360 Mitra Perusahaan Modal Ventura 
dan Bank, serta 1.298 UKM Strategis. 

cJ Pusat Investasi Pemerintah (PIP) 
Pada tahun 2017, Pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan 
revitalisasi PIP sebagai koordinator pendanaan (coordinated fund) untuk 
pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Revitalisasi PIP fokus pada pengembangan 
usaha mikro yang belum terjangkau melalui skerna KUR perbankan. 
Penataan u]ang kelembagaan PIP dilakukan dengan menyesuaikan tugas dan 
fungsi PIP sebagai coordinated fund. Peran PIP sebagai coordinated fund 
akan membiayai Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Selanjutnya, LKBB 
akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha mikro. Dalam skema 
pernbiayaan tersebut, selain menggunakan dana APBN juga dimungkinkan 
bekerjasama dengan Pemda dan LKBB untuk memperkuat kapasitas 
pendanaan. Manfaat yang diterinia oleh usaha mikro melalui skema mi 
adalah kecepatan dan aksesibilitas serta adanya pendampingan oleh LKBB 
atau lembaga yang ditunjuk. Dalam tahun 2017, jumlah usaha mikro yang 
akan dibiayai paling sedikit 300.000 usaha, dengan nilai pembiayaan sebesar 
Rpl,5 triliun. Target ml merupakan uji coba (piloting) yang akan menjadi 
dasar bagi Pemerintah untuk penyaluran pembiayaan UMi ke depan. 

d) Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) 
Dana bergulir BLU LPMUKP ditujukan untuk mendanai penguatan modal 
usaha kelautan dan perikanan. Sesuai dengan amanat peraturan perundang-
undangan, Pemerintah memberikan bantuan pinjaman dan pembiayaan bagi 
pelaku usaha mikro dan kecil sektor kelautan dan perikanan melalui akses 
sumber pendanaan yang mudah, suku bunga pinjaman yang rendah sesuai 
dengan kemampuan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil. Pemerintah 
daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi bantuan 
pendanaan daii bantuan pembiayaan bagi nelayan kecil, nelayan tradisional, 
nelayan buruh, pembudidaya ikan kecil, penggarap lahan budidaya, 
petambak garam kecil, dan penggarap tambak garam termasuk keluarga 
nelayan dan pembudidaya ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran. 
Alokasi BLU LPMUKP diharapkan dapat memfasilitasi pembiayaan dana 
bergulir bagi 3.500 s.d. 4.200 kelompok usaha, yaitu kelompok usaha 
nelayan, kelompok usaha pembudidaya ikan, kelompok usaha pengolah dan 
pemasar, kelompok usaha garam rakyat dan usaha masyarakat pesisir 
lamnnya. Melalui pengalokasian tersebut, diharapkan dapat memberikan 
manfaat agar UMKM sektor kelautan dan perikanan dapat lebih berkembang 
sehingga dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat, 
pengurangan pengangguran dan pertumbuhan ekonomi nasional. 
Sebelum tahun 2009, dana bergulir diklasifikasikan ke dalam belanja negara, 
baik belanja bantuan sosial (bansos), subsidi, belanja hibah, maupun belanja 
nodal nonfisik lainnya. Dalarn perkemhangannya Perneri ntah memandang 
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Pada tahap awal, DPPN dikelola oleh Pusat Investasi Pemerintah, dan pada 
akhir tahun 2011 pengelolaannya dialihkan pada satker BLU Lembaga 
Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Pada awal tahun 2013, LPDP mulai 
rnembuka pendaftaran program beasiswa bagi pemuda-pemudi yang 
memiliki prestasi akademis di jenjang pendidikan sebeluninya, serta 
memiliki jiwa kepemimpinan dan berkomitmen untuk berkontribusi bagi 
Indonesia. Beasiswa tersebut diberikan untuk program Magister dan Doktor 
y ng difokuskan pada 6 (enam) bidang keilmuan untuk mendukung program 
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 
(MP3EI), meliputi teknik, sains, pertanian, akuntansi/keuangan, hukum dan 
agama. 

Selama kurun waktu 2012 - 2017, nilai alokasi DPPN bersifat fluktuatif 
tergantung pada ketersediaan anggaran pendidikan dan kebutuhan 
pendanaan program-program DPPN. Sementara itu, tidak adanya alokasi 
pendanaan program DPPN pada tahun 2014 - 2015 disebabkan karena dana 
kelolaan yang ada niasih mencukupi untuk mendanai program-program 
DPPN. 

Sampai dengan Semester I tahun 2017, investasi dana abadi pendidikan telah 
rnenghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp6,8 triliun. 
Investasi dana abadi pendidikan tersebut diperoleh dari penempatan pada 
portofo!io berupa obligasi (negara dan korporat), serta sebagian kecil pada 
deposito. Kebijakan investasi berkaitan dengan portofolio tersebut 
memberikan ruang bagi LPDP untuk nienempatkan pada instrumen investasi 
yang memiliki imbal hasil (return) yang memadai dengan risiko yang 
terukur. 

Hasil investasi yang dilakukan oleh LPDP disalurkan untuk mendanai 
progi-ani pendidikan berupa beasiswa bagi 15.347 putra-putri terbaik 
bangsa untuk rnenempuh studi lanjut jenjang magister dan doktoral di 
perguruan tinggi terbaik dalam dan luar negeri. Termasuk didalamnya 
adalah program yang menjadi prioritas bagi Pemeuintah sehagai program 
afirmasi, yang diperuntukkan bagi anak-anak miskin berprestasi serta 
peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah tertinggal, terluar, dan 
terdepan (3T) sebanyak 3.103 orang. 

Selain itu, hasil investasi juga dimanfaatkan untuk mendanai riset yang 
bersifat strategis dan inovatif berdasarkan Rencana Induk Riset Nasional 
(RIRN), sehingga prioritas pendanaan diarahkan pada fokus riset bidang 
Kesehatan dan Obat, Ketahanan Pangan, Energi, Tata Kelola, Eco Growth, 
Informasi dan Kornunikasi, Kebudayaan, serta Pertahanan dan Keamanan. 
Total dana yang telah disalurkan hingga semester pertama tahun 2017, untuk 
program beasiswa, pendanaan riset, dan rehabilitasi fasilitas pendidikan 
yang rusak akibat bencana alam adalah sebesar Rp6,5 triliun atau 94,7 
persen dari hasil investasi (PNBP). Perkembangan DPPN selama periode 
2010- 2017 disajikan pada gambar berikut: 



per.gelolaan aset negara, meningkatkan PNBP, serta menunjang pemenuhan 
kelutuhan aset di masa yang akan datang. 

Sesuai peruntukannya, alokasi pembiayaan investasi untuk BLU LMAN pada 
tahun 2015 digunakan untuk manajemen properti dan juga digunakan untuk 
menunjang fungsi penyediaan lahan untuk keperluan khusus (special land 
bark) pada aktivitas manajemen properti. Dari kegiatan manajemen properti 
hingga akhir tahun 2016, LMAN menggunakan sebagian dari alokasi 
manajemen properti untuk penyelesaian aset properti eks Bank Beku 
Operasi (BBO)/Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) yang diikat hak 
tanggungan Bank Indonesia dan upaya optimalisasi aset-aset kelolaan LMAN, 
antara lain aset kilang Arun-Aceh dan Badak-Bontang. Pada tahun 2016, BLU 
LMAN mendapat penugasan untuk mendanai pengadaan lahan dalam rangka 
pembangunan infrastruktur yang termasuk dalam PSN. Alokasi BLU LMAN di 
tahun 2017 meningkat tajani yang ditujukan untuk membayar uang ganti 
kerugian pengadaan tanah proyek infrastruktur jalan tnl, perkeretaapian, 
pelabuhan, dan bendungan. Perkembangan investasi kepada BLU LMAN 
periode 20 15-2017 disajikan pada garnbar berikut: 

Gambar 47. Perkembangan Investasi pada Lembaga Manajemen Asset Negara 
Tahun 2015 -2017 (triliun rupiah) 
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Peinbiayaan Investasi melalui Lembaga Manajemen Aset Negara ditujukan 
untuk pendanaan pengadaan lahan bagi pembangunan nfrastruktur proyek 
strategis nasional. Sasaran output tahun 2017 antara lain untuk pemenuhan 
kebutuhan lahan untuk beberapa proyek meliputi proyek ruas tol, rel kereta 
api, pembangunan pelabuhan laut dan bendungan sejurnlah 50 proyek. 

2.4 Investasi Kepada Organisasi/LKI/ Badan Usaha Internasional 

Investasi kepada organisasi/LKI/badan usaha internasional ditujukan untuk 
memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota organisasi/LKI/badan usaha 
internasional, serta mempertahankan dan menambah proporsi kepemilikan saharn 
(shares) dan hak suara (voting rights) Indonesia di organisasi/LKI/badan usaha 
internasional. Dengan mempertahankan dan rnenarnbah proporsi kepemulikan saharn 
dan hak siara tersebut, niaka peranan dan kepentingan Indonesia pada 
organisasi/L{I/badan usaha internasional dapat terjaga. Nilal investasi kepada 
organisasi/LXI/badan usaha internasiorial setiap tahunnya dipengaruhi oleh nilai 
komitmen Indonesia pada masing-niasing organisasi/LKI/badan usaha internasional 
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pengembangan pasar modal domestik. Perkembangan penerimaan kembali investasi 
dalam periode 2013-2017 disajikan pada gambar berikut 

Gambar 49. Perkembangan Penerimaan Kembali Investasi 
(tiiiliar rupiah) 
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Pada tahun 2015, penerimaan kembali investasi cenderung menjadi jauh lebih tinggi 
nilainya dari tahun-tahun sebelumnya karena alokasinya mengalami penambahan 
terdiri atas (1) penerirnaan kembali investasi yang berasal dari lIvIF sebesar RpO,8 
triliun, yang merupakan selisih lebih antara jumlah penyertaan modal Pemerintah di 
IME dengan kewajihan Penierintah atas promissoty notes kepada IMF dan dana 
talangan BI atas pembayaran PMN kepada IMF, ADB, 1BRD, dan IDA. Hal tersebutterkait 
dengan rencana Pemerintah untuk mengaiihkan pencatatan dan pengelolaan kuota 
atau iuran modal Indonesia pada IMF yang sebelumnya berada di Pemerintah c.q. 
Kementeian Keuangan kepada B!; dan (2) Penerimaan kembali investasi yang berasal 
dari PIP sebesar Rp18,4 triliun, yang berasal clari seluruh dana investasi Pemerintah 
yang dialokasikan kepada PIP dalam kurun waktu 2006-2013 yang selanjutnya 
dialihkan menjadi PMN kepada PT SMI (Persero). 

Sedangkan llenenimaan kembali investasi pada tahun 2016 cederung menurun dan 
tahun seelumnya karena berasal dati penanikan dana bergulir yang dialokasikan 
kepada ELIJ Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur jalan Tot sebesar Rp1,4 
tniliun. Penerimaan kembali investasi dimaksud terkait dengan rencana Pemerintah 
untuk melaksanakan fungsi land bank guna mendorong pelaksanaan pengadaan Iahan 
untuk pembangunan infrastruktur. Pada tahun 2017, Pemenintah tidak menargetkan 
penenimaan dari penerirnaan kembali investasi. 
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Gambar 50. Perkembangan Pinjaman Kegiatan Kepada RUMN/Pernda (Neto] Tahun 2012-2017 
(triliun rupiah) 
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Sumber: LKPP 2016 & NK 2018 
OutIook 2017 

b. Pinjaman kepada BUMN/PEMDA (Bruto) 

Dalarn periode 2012-2015, realisasi pinjarnan kepada BUMN/Pemda (bruto) rata-
rata mencapai 58,4 persen tei'hadap pagu APBNP. Dalam APBNP tahun 2016, 
pinjaman kepada BUMN/Pernda (bruto) ditetapkan sebesar Rp5,9 triliun. Rata-rata 
sekitlr 74,0 persen dana pinjaman kepada BUMN/Pemda (bruto) setiap tahun 
dialokasikan untuk mendukung pernbangnan dan pengembangan infrastruktur 
listrik yang di]aksanakan oleh PT PLN (Persero). Sedangkan sisanya digunakan 
untuk mernbiayai proyek infrastruktur dan energi yang dilaksanakan oleh beberapa 
BUMN, seperti PT Pertaniina (Persero), PT SMI (Persero), PT P11 (Persero), dan 
beberapa Pernda, seperti Kota Banda Aceh, Sawah Lunto, Marowali, Palopo, Bogor, 
Muara Enirn, Kapuas, Pemprov DKI Jakarta. Dalam APBNP tahun 2016, pinjaman 
kepada BUMN/Pemda (bruto) ditetapkan sebesar Rp5,8 triliun. 

Dalani periode tersebut hebei'apa proyek pinjaman kepada BUMN/Pemda (bruto) 
yang telah berhasil diselesaikan umurnnya terkait pembangunan/pengembangan 
infrastruktur listrik, antara lain proyek Kerarnasan Power Plant Extension Project, 
Suralaya Steam Power Plant Rehabilitation Project, Power Plant Rehabilitation and 
Gasijiation Project, Paiton Steam Power Plant Rehabilitation Project, Java-Bali 150 
KV Submarine Cables Circuit 3 & 4 Project, serta PLN Operation Improvement System 
Project for Supporting Generation Facilities, Jakarta Urgent Flood Mitigation Project 
(Banc.a Aceh, Sawah Lunto, Morowali, Palopo), serta Urban Water Supply and 
Sanitation Project (Bogor, Muara Enim, Kapuas). Perkembangan pinjaman kepada 
BIJMI'4/Pemda (bruto) dalam periode 2012-2016 disajikan dalam Gambar 51. 
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Pinjaman Luar Negeri, dalam hal penerusan pinjaman dalam valuta asing tingkat 
suku bunga ditetapkan sebesar tingkat suku bunga yang diperjanjikan dalam 
Perjanjian Pinjaman Luar Negeri (Loan Agreement) ditambah 0,34 persen, turun 
dari sebelumnya ditetapkan sebesar tingkat suku bunga dalam Loan Agreement 
ditambah 0,5 persen. Sedangkan apabila penerusan pinjaman dalam rupiah tingkat 
suku bunga ditetapkan sebesar tingkat suku bunga SUN seri benchmark tahun 
berkenaan dengan tenor 20 tahun, berbeda dari sebelumnya sebesar suku bunga 
SBI ditambah satu persen (kepada BUMN nonperbankan) atau sebesar Bunga SBI 
(kepada BUMN Perbankan). 

c. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pinjaman kepada BUMN/ PEMDA 

Peneriinaan cicilan pengembalian pinjaman kepada BUM N/Pemda merupakan 
penerimaan negara yang berasal dari pembayaran pokok pinjaman luar negeri oleh 
BUMN/Pemda selaku penerima dana penerusan pinjaman. Dalam periode 20 12-
2015, penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman mengalami fluktuasi 
setiap tahunnya. Hal tersebut dikarenakan besaran target penerimaan cicilan 
pengembalian penerusan pinjaman dipengaruhi oleh jadwal jatuh tempo 
pembayaran oleh BUMN/Pemda yang berbeda-beda setiap tahunnya. Pada tahun 
2016, target penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman selain 
dipengaruhi oleh jadwal jatuh tempo pembayaran oleh BUMN/Pemda juga terdapat 
penghapusan pokok dari BUMN yang selanjutnya dikonversi menjadi investasi 
kepada BUMN dalam bentuk PMN. Di samping itu juga adanya hibah kepada Pemda 
untuk digunakan sebagai Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air 
Minum (PDAM) dalam rangka mengoptirnalkan upaya perbaikan kondisi keuangan 
PDAM dan penyelesain piutang negara pada PDAM yang bersumber dari penerusan 
pinjaman luar negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan 
D aerah. 
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Boks 14. Anggaran Kesehatan 

Pembangunan bidang kesehatan merupakan sa!ah satu prioritas pembangunan nasional, balk 
dalani RPJMN taliwi 2015-2019 maupun rencana pembangunan jangka menengah sebelumnya. 
Hal lot mengingat pentingnya kesehatan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat dan 
dalani rangka pembentukan sumberdaya manusia Indonesia serta peningkatan ketahanan dan 
daya saing bangsa bagi pembangunan bangsa. Seiring deogan perungkatan volume APBN, hal 
tersebut didukung oleh alokasi anggaran yang terus meningkat, dan sejak tahun 2016, 
Pemerintali mulai mengalokasikan anggaran bidang kesehatan sebesar 5 persen dart APBN, 
sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 

Di tengah peningkatan anggaran bidang kesehatan tersebut perlu dilkuti dengan peningkatan 
kualitas kesehatan. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan terdapat beberapa isu yang perlu 
menclapatkan perhatian, antara lain; (1) masih kurangnya fasilitas kesehatan dan tenaga 
kesehatan dibanclingkan jumlah penduduk; dan (2) masih adanya permasalahan dalain 
penerapan program Janilnan Kesehatan Nasional, khususnya untuk masyarakat penerirna 
bantuan luran. Berdasarkan tantangan dan permasalahan tersebut, Pemerintah akan 
melakukan herhagal upaya langkah perbaikan dalain rneningkatkan kualitas belanja bidang 
kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM. Berbagai langkah yang akan ditempuh 
Pemerintah, antara lain mencakup: (1) peningkatan kualitas dari fasilitas layanan kesehatan; 
(2) peningkatan ketepatan sasaran clari alokasi Penerima Bantuan luran JKN melalui 
optimalisasi basis data terpadu; (3) mendorong agar Penida dapat berperan terhadap 
pembiayaan janlinan kesehatan, dari kewajiban anggaran kesehatan 10 persen dart APBD 
diluargaji; dan (4) reorientasi program layanan kesehatan pada usaha promotifpreventtf. 

Untuk mendukung berbagal upaya yang akan ditempuh Pemerintah tersebut, dalam RAPBN 
tahun 2018, Pemerintah tetap konsisten until k memenuhi ketentuan lindang-Undang Nomor 
36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengamanatkan pemenuhan anggaran kesehatan 
sebesar 5 persen dari total APBN. Berkaitan dengan itu, alokasi anggaran kesehatan dalam 
RAPBN tahun 2018 secara nominal direncanakan mencapai Rp1lO,2 triliun, yang berarti 
meningkat Rp5,3 triliun clari outlook APBNP tahun 2017. 

Perkembangan Alokasi Anggaran Kesehatan, 2017-2018 
(triliun rupiab) 

KO9IPONEN 
2017 

Outlook 
2018 

RAPBN 

I. Anggaraa Kesebata, metalui Blaaa Pemerinlah Plisat 80,9 80.7 
Anggaran Keseharm pa aKmntnan Nraftnibaga 612 69.8 

aJ. 5. Kementenan Kesebatmu 542 59.1 

2.BalanPOM 1.5 22 
3. BKXBN 22 5.5 

Anggaran Kesehan pada BA BUN 19.7 10.9 
lLAngaran Kehan melalni Transfer ke Daerah dan Dana Dean 24.0 29.5 

OAK Keseban dan Kekarp Berenrana 162 18.0 

80K dan 801(8 6,6 10.4 

Perk,raan Angran Kesehatns dan Dana Otsus Papila 1.2 12 

Total Anggaran Kesthatan 164,9 110,2 
Total Belaruja Negara 2.098,9 22042 

Alokasi anggaran kesehatan dalam RAPBN tahun 2018 tersebut diarahkan untuk: (1) 
meningkatkan dan memperbaiki distribusi faskes clan tenaga kesehatan; (2) menguatkan 
program promotil dali preventif yang diarahkan untuk penyakit tidak menular dan program 
untuk ihu hamil dan menyusui; (3) menguatkan program JKN; (4) menclorong eIektivitas 
(akses, mutu, dan perlindungan keuangan) dan keherlanjutan program JKN; (5) merevilL 
jumlali P81 dan penyesuaian loran; dan (6) niendorong peran pcmcIa untuk pendanaan 
kesehatan masyarakat miski ii di wilayahnya. 
Sumber: NK RAPI3N 2018 
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